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BPOM Pangkal Pinang menandatangani 
Perjanjian Kerja Sama BPOM dengan 
Pengurus Daerah IAI Bangka Belitung 

BPOM Pangkal Pinang dan Pengurus Daerah 
Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Kep. 
Bangka Belitung menandatangani Perjanjian 
Kerjasama (PKS) terkait Penguatan 
Pengawasan Obat dan Makanan melalui 
Dukungan Keprofesian Apoteker di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian 
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan 
peran Apoteker dalam pengawasan Obat dan 
Makanan serta meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pengawasan obat dan makanan. 

 

BPOM Hadir di Kecamatan Lubuk Besar untuk Edukasi Masyarakat agar Cerdas 
Memilih Obat dan Makanan 

Balai POM di Pangkal Pinang 
melaksanakan Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) di Kecamatan Lubuk Besar 
Kabupaten Bangka Tengah (23/01/2024). 
KIE Obat dan Makanan diikuti 63 (enam 
puluh tiga) orang yang berasal dari 9 
(sembilan) desa di Kecamatan Lubuk 
Besar. KIE merupakan salah satu strategi 
BPOM dalam memberdayakan pilar 
masyarakat menjadi konsumen cerdas 
dan mampu berperan aktif dalam 
pengawasan obat dan makanan. KIE ini 
bertujuan untuk mensosialisasikan cara 
memilih obat dan makanan yang aman 
serta mengantisipasi berita Hoax terkait 
obat dan makanan di masyarakat. 
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BPOM Pangkal Pinang Selengggarakan Bimtek Internal Mutu Refreshment 
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium. 

Senin, 19 Februari 2024 Balai POM di 
Pangkal Pinang melaksanakan kegiatan 
Bimtek Internal Mutu “Refreshment 
Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017” 
yang disampaikan oleh Ibu Dra. Diana 
Boes, M.M. Tujuan dari pelaksanaan 
bimtek yaitu untuk memastikan 
pengetahuan pegawai mengenai 
Persyaratan Umum Kompetensi 
Laboratorium pengujian dan Kalibrasi 
sesuai ISO /IEC 17025:2017. 

 

Cegah Penyakit Tidak Menular dengan Batasi Gula, Garam dan Lemak 

BPOM di Pangkal Pinang 
melaksanakan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) dengan tema 
“Cegah Penyakit Tidak Menular (PTM) 
dengan Batasi Gula, Garam dan 
Lemak” bertempat di Ruang Aula SMA 
Muhammadiyah Toboali dan diikuti 
sebanyak 105 siswa siswi serta guru 
dari SMA Muhammadiyah Toboali 
pada Selasa (27/02/2024). Kegiatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan komunitas sekolah 
sehingga dapat membatasi konsumsi 
Gula Garam dan Lemak (GGL). 

 
BPOM di Pangkalpinang Kembali 
Raih Penghargaan Optimalisasi 
Kartu Kredit Pemerintah 
 
Balai POM di Pangkalpinang Kembali 
berhasil mendapatkan penghargaan 
sebagai Satuan Kerja Terbaik II kategori 
Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah 
periode Semester II tahun 
2023. Penghargaan diberikan pada 
kegiatan sosialisasi reviu pelaksanaan 
anggaran dan langkah strategis 

FEBRUARI 
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pelaksanaan anggaran tahun 2024 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Pangkalpinang pada Kamis, 29 Februari 2024. 
 

 
 
 
 
 

Lebih Dekat Ke Masyarakat, BPOM di Pangkal Pinang Hadir di MPP Pertama 
Provinsi Kep. Bangka Belitung 

 
Balai POM di Pangkal Pinang mengisi salah satu 
gerai pada Mal Pelayanan publik (MPP) 
Kabupaten Bangka yang diresmikan oleh 
menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada 
tanggal 7 Maret 2024  bersamaan dengan 16 
(enam belas) MPP Kabupaten/Kota di berbagai 
penjuru Indonesia. Pada MPP Kabupaten 
Bangka, Balai POM di Pangkal Pinang 
menyediakan layanan publik yang terdiri dari 
Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat 
dan Makanan, Pengujian Obat dan Makanan, 
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan 
Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) Secara 

Bertahap, Penerbitan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) 
dan Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Melalui MPP Kabupaten Bangka, 
Balai POM di Pangkal Pinang akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan publik 
yang terbaik. 
  
 
 

Kunjungan BBPOM Pekanbaru dalam Rangka Sharing Knowledge bersama Agen 
Perubahan BPOM di Pangkal Pinang 
 

Balai POM di Pangkal Pinang menerima 
kunjungan dari Balai Besar POM di 
Pekanbaru pada Kamis, 21/03/2024. 
Kunjungan BBPOM di Pekanbaru dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kompetensi 
dan peran agen perubahan dalam 
mengimplementasikan dan mengelola 
program kerja agen perubahan di unit kerja.  
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi kedua belah 
pihak melalui sharing knowledge atau 
pertukaran informasi yang dilakukan terkait 
inovasi ataupun program kerja agen 
perubahan dari masing-masing UPT dalam 
mewujudkan BPOM menjadi lebih baik lagi 
mencapai World Class Bureaucracy. 

MARET
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Internalisasi Pembangunan ZI Menuju 
WBK tahun 2024 dan Perkuat 
Solidaritas di Balai POM di 
Pangkalpinang 
 
Balai POM di Pangkalpinang 
berkomitmen melaksanakan reformasi 
birokrasi secara konsisten dalam 
mewujudkan Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 
Salah satu upaya yang dilakukan Balai 

POM di Pangkalpinang dengan menyelenggarakan  Kegiatan “Internalisasi Zona 
Integritas Menuju WBK Tahun 2024 dengan tema solid dalam kebersamaan, Bersatu Raih 
keberhasilan” pada tanggal 02 Maret 2024, bertempat di Balitong Resort, Pasir Padi dan 
diikuti oleh seluruh pegawai baik ASN maupun PPNPN di lingkungan Balai POM di 
Pangkalpinang.  

 

BPOM Berikan Edukasi Keamanan 
Pangan Kepada Komunitas Sekolah di 
SMK Negeri 5 Pangkalpinang 
 
Balai POM di Pangkalpinang 
melaksanakan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan 
bertempat di SMK Negeri 5 
Pangkalpinang (05/03/2024). KIE diikuti 
sebanyak 105 orang yang berasal dari 
siswa siswi serta guru SMK Negeri 5 
Pangkalpinang. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mensosialisasikan keamanan pangan kepada komunitas sekolah agar mampu 
memilih pangan yang aman serta mengantisipasi berita Hoax terkait obat dan makanan di 
masyarakat. 
 

 
 

 
 
BPOM Optimalkan Sinergitas dan 
Kolaborasi Melalui Forum Konsultasi 
Publik (FKP) Untuk Meningkatkan 
Pelayanan Publik Yang Prima 
 
Balai POM di Pangkal Pinang terus 
berupaya meningkatkan pelayanan 
publik, salah satu dengan 
menyelenggarakan Kegiatan Forum 
Konsultasi Publik (FKP) pada 30 April 
2024. FKP ini bertujuan untuk 
menginformasikan layanan yang ada di 

APRIL
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BPOM di Pangkal Pinang serta mendapatkan masukan terkait pelayanan publik sebagai 
upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan 
akuntabel. Kegiatan ini dihadiri oleh 47 (empat puluh tujuh) peserta yang terdiri dari 
penyelenggara pelayanan publik, Tokoh Masyarakat, Stakeholders,  Akademisi, 
Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Masyarakat selaku pengguna/penerima 
layanan. 
 
BPOM ajak Siswa Sekolah SMAN 1 
Belinyu Batasi Gula, Garam dan Lemak  
Balai Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) di Pangkalpinang melaksanakan 
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
di SMA Negeri 1 Belinyu dengan 
mengangkat tema “Batasi Gula, Garam 
dan Lemak (GGL)”. Acara bertempat di 
ruang pertemuan SMA Negeri 1 Belinyu 
dan diikuti sebanyak 50 siswa siswi serta 
guru pada Jumat (26/04/2024). Kegiatan 
ini bertujuan meningkatkan pengetahuan 
komunitas sekolah mengenai batasan 
konsumsi gula,garam,lemak. 
 

 
 
 

 
Perluasan Target Sosialisasi Keamanan 
Pangan Sekolah di Kab. Bangka Barat 
BPOM di Pangkalpinang melaksanakan 
Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan 
kepada 62 (enam puluh dua) sekolah di 
Kabupaten Bangka Barat yang merupakan 
target perluasan dari Program Pangan 
Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 
2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk 
mengajak seluruh komunitas sekolah 
membudayakan praktek keamanan pangan 
sekolah demi masa depan generasi muda 
yang lebih sehat, unggul dan berdaya 

saing. 

Audit Internal Sistem Manajemen Mutu 
Terintegrasi Tahun 2024 

Balai POM di Pangkalpinang melakukan 
kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen 
Mutu Terintegrasi Tahun 2024 pada tanggal 
14-15 Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk 
melihat  konsistensi dalam penerapan 
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015,  
SNI ISO/IEC 17025:2017, dan Mananjemen 

MEI
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Risiko ISO 37001:2016, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kerangka  
manajemen risiko, reformasi birokrasi dalam kerangka pembangunan zona integritas 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) 
yang telah dilakukan Balai POM di Pangkalpinang. 

Food Security Balai POM Di 
Pangkalpinang Dalam Rangka 
Kunjungan Kerja Wakil Presiden 
Republik Indonesia Ke Provinsi 
Bangka Belitung 

Balai POM di Pangkalpinang sebagai 
Unit Pelaksana Teknis Badan POM di 
Wilayah Provinsi Bangka Belitung 
dalam hal ini turut andil dalam 
rangkaian acara kegiatan tersebut, 
yakni sebagai tim Food Security yang 

dipercaya untuk melakukan pengamanan dan pengujian makanan dan minuman  yang 
akan disajikan untuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Tim Food Security Balai POM di 
Pangkalpinang di bawah koordinasi Paspampres, melakukan pengamanan terhadap 
makanan dan minuman yang disajikan sepanjang kunjungan kerja berlangsung. Kegiatan 
Food Security dilakukan sebagai wujud tanggung jawab BPOM dalam memastikan 
keamanan makanan khususnya untuk VVIP. 

 
BPOM Di Pangkalpinang Ajak 
Masyarakat Di Ujung Selatan Pulau 
Bangka Cegah Stunting dan 
Menjadi Konsumen yang Cerdas 
 
BPOM di Pangkalpinang hadir 
memberikan Komunikasi Informasi 
dan Edukasi (KIE) yang bertemakan 
“Ayo Cegah Stunting dan Pilih Obat 
dan Makanan Yang Aman” pada 
tanggal 30 Mei 2024. Kegiatan diikuti 

oleh 66 (enam puluh enam) peserta berasal dari perangkat Kecamatan Kepulauan 
Pongok, Petugas Kesehatan Puskesmas Pongok, Perangkat Desa, Kader  serta 
Masyarakat yang ada di Desa Pongok dan Desa Celagen yang dilaksanakan di Gedung 
Serba Guna Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan. 
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Deputi I hadir di Balai POM di 
Pangkal Pinang untuk Kunjungan 
Kerja dalam rangka Pembinaan UPT 
 
Balai POM di Pangkal Pinang 
menerima kunjungan kerja dalam 
rangka Pembinaan UPT oleh Deputi 
Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, 
Psikotropika, Prekursor, dan Zat 
Adiktif, Rita Endang. Kunjungan 
didampingi oleh Direktur Pengawasan 
Distribusi dan Pelayanan Obat, 
Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor, Mimin Jiwo Winanti beserta 
Tim Kerja Deputi 1 dan Ditwasdis 
BPOM. Rombongan Deputi I meninjau 
secara langsung sarana dan 
prasarana Balai POM di Pangkal 
Pinang, didampingi oleh Kepala Balai, Agus Riyanto dan Ketua Tim Kerja Balai POM di 
Pangkal Pinang.  

Balai POM di Pangkal Pinang Hadir dalam kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan 
Stunting (ISPS) di Kabupaten Bangka Tengah. 

 
Balai POM di Pangkal Pinang Agus 
Riyanto dan Bupati Bangka Tengah 
Algafry Rahman ikut serta dalam 

kegiatan Intervensi Serentak 
Pencegahan Stunting (ISPS) di 
Kabupaten Bangka Tengah sekaligus 
Rapat Koordinasi Tim Percepatan 
Penurunan Stunting (TPPS) tingkat 
Kab. Bangka Tengah di Balai Desa 
Namang (20/06/2024). Program 
tersebut dilakukan bersinergi dengan 
kegiatan posyandu Desa Namang 
dengan tujuan pemantauan 
pelaksanaan intervensi serentak untuk 

mendukung percepatan penurunan stunting di Kab. Bangka Tengah. Dalam kegiatan 
tersebut BPOM di Pangkal Pinang  memberikan edukasi keamanan pangan kepada 
peserta posyandu yang hadir. Adapun jumlah peserta posyandu yang hadir terdiri dari Ibu 
memiliki anak balita sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang, Ibu hamil 20 (dua 
puluh) orang dan calon pengantin 1 (satu) orang. Melalui kegiatan ISPS dan Rakor TPPS 
ini, BPOM akan terus secara aktif terlibat dalam upaya penurunan stunting di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

JUNI
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Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, Koordinasi Intensif antara Balai POM 
di Pangkal Pinang, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Pemkab Belitung Timur 
 

 
Kepala Balai POM Pangkal Pinang Agus 
Riyanto, dan Kepala Loka POM di 
Kabupaten Belitung Asruddin melakukan 
koordinasi intensif dengan Bupati Belitung 
Timur Burhanuddin. Koordinasi tersebut 
dalam rangka memperkuat pengawasan 
obat dan makanan di wilayah Belitung 
Timur. Pertemuan ini berlangsung di 
Kantor Bupati Belitung Timur dan dihadiri 
oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
Kepala Dinas UMKM dan Koperasi 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan OPD 

terkait (22/07/2024). Pertemuan koordinasi juga dilaksanakan penandatangan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan POM dan pemerintah daerah 
Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini mewakili para pihak Asruddin selaku Kepala Loka 
POM di Kabupaten Belitung dan Burhanuddin selaku Bupati Belitung Timur dengan 
disaksikan oleh Agus Riyanto beserta pejabat daerah Kabupaten Belitung Timur. 

BPOM Pangkalpinang Laksanakan Bimbingan Teknis bagi Penanggungjawab 
UMOT di Pulau Bangka 

Balai POM di Pangkalpinang telah menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Cara 
Produksi Obat Tradisional yang baik 
(CPOTB) bagi Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) di Pulau 
Bangka. Kegiatan ini merupakan 
salah satu bentuk komitmen dalam 
menjalankan Misi Badan POM yaitu 
memfasilitasi percepatan 
pengembangan dunia usaha Obat 
dan Makanan dengan keberpihakan 
terhadap UMKM. Peserta yang hadir 
pada Bimtek tersebut berasal dari 
pelaku usaha UMOT, 
penanggungjawab Teknis UMOT 
dan anggota Persatuan Ahli Farmasi 
(PAFI) di 5 Kabupaten/Kota di Pulau 
Bangka. 
 

JULI
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Tingkatkan Kompetensi, seluruh 
pegawai Balai POM di Pangkal 
Pinang ikuti pelatihan “Passion to 
Serve”.  
Balai Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) di Pangkal Pinang terus 

berkomitmen untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik bagi 

masyarakat. Sebagai upaya untuk 

mewujudkannya pada tanggal 01 

Agustus 2024, BPOM di Pangkal 

Pinang mengadakan Kegiatan 

Passion to Serve Pelatihan Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. Pelatihan 

ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

 
 

 

 

 

Siswa Siswi SMP Negeri 4 Pangkal Pinang antusias kunjungi Balai POM di Pangkal 
Pinang.  

Siswa-siswi dan guru SMP Negeri 
4 Pangkal Pinang sebanyak 215 
orang melakukan kunjungan ke 
Balai POM di Pangkal Pinang 
dalam rangka kegiatan Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila (P5) (10/09/2024).  
Tidak hanya menerima materi 
terkait obat dan makanan aman, 
perserta juga berkesempatan 
untuk mengunjungi Laboratorium 
Balai POM di Pangkal Pinang. 
Melalui kunjungan ini diharapkan 
siswa siswi serta guru SMP Negeri 

4 Pangkal Pinang menjadi cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan 
untuk membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 

AGUSTUS

SEPTEMBER
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BPOM Edukasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bangka untuk 

Cerdas Memilih Kosmetik 

BPOM di Pangkal Pinang 
melaksanakan Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) bagi Gabungan 
Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten 
Bangka dengan Tema “Kosmetik 
Aman dengan Cek KLIK”. Acara 
bertempat di Aula Tribrata Polres 
Bangka yang diikuti sebanyak 104 
peserta (27/09/2024). Kegiatan ini 
bertujuan meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran para anggota GOW 
dalam memilih obat dan makanan 
aman khususnya kosmetik. KIE 
dihadiri oleh Ketua PKK Kabupaten 

Bangka Farah Diba Haris dan Yenny Toni Sarjaka selaku Ketua Bhayangkari Polres 
Bangka. 
 

 
 
 
 

Kepala BPOM di Pangkal Pinang Berikan Edukasi Kosmetik dalam Seminar 
Nasional Poltekkes Kemenkes Pangkal 
Pinang.  

Kepala Balai POM di Pangkal Pinang Agus 
Riyanto hadir pada Seminar Nasional 
Himpunan Mahasiswa Prodi Farmasi 
Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang 
(21/10/2024). Kegiatan dilaksanakan di 
aula Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang 
dan diikuti oleh 178 orang yang terdiri dari 
mahasiswa dan dosen jurusan farmasi. 
 
 
 

Gandeng Akademisi dalam 
Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM di Pangkal Pinang dan Poltekkes Kemenkes 
Pangkal Pinang Tandatangani Perjanjian Kerjasama 

Kepala Balai POM di Pangkal Pinang Agus Riyanto dan Direktur Poltekkes Kemenkes 
Pangkal Pinang Akhiat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang 

OKTOBER

NOVEMBER
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Pendidikan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Obat dan 
Makanan (21/11/2024). 
Penandatangan Perjanjian Kerjasama 
ini merupakan langkah nyata dalam 
meningkatkan sinergi, koordinasi dan 
kolaborasi khususnya bersama 
akademisi dengan mengoptimalkan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai 
POM di Pangkal Pinang dan Poltekkes 
Kemenkes Pangkal Pinang dalam 
meningkatkan keamanan serta mutu 
obat dan makanan yang beredar di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Pegawai BPOM di Pangkal Pinang ikuti KIE Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Sebagai bentuk upaya Pencegahan, 
Pemberantasan, Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) di lingkungan Badan POM 
maka dilaksanakan kegiatan 
Komunikasi, Informasi dan Edukasi 
(KIE) P4GN bagi seluruh pegawai 
Balai POM di Pangkal Pinang 
(28/11/2024). Hadir sebagai 
Narasumber, Kepala BNN Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Hisar 
Siallagan. Diharapkan melalui KIE 
P4GN ini pegawai BPOM dpt 

menghindari narkoba serta mampu menyampaikan ke masyarakat untuk mencegah dan 
memberantas narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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Penghargaan kepada BPOM di Pangkal Pinang atas Capaian Program Nasional 
Keamanan Pangan Tahun 2024 di Kota Pangkal Pinang dan Kab. Belitung Timur   

 
Balai POM di Pangkal Pinang 
melaksanakan Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Kegiatan Terpadu di Kota Pangkal 
Pinang (12/12/2024) dan Kabupaten 
Belitung Timur (10/12/2024). Pada kegiatan 
tersebut Balai POM di Pangkal Pinang 
mendapat 
apresiasi dengan menerima Sertiffikat 
Penghargaan dari Pj. Walikota Pangkal 
Pinang dan Bupati Belitung Timur atas 
suksesnya Program Nasional Keamanan 
Pangan di Kota Pangkal Pinang dan 
Kabupaten Belitung Timur.  
 

Balai POM Pangkalpinang Raih Penghargaan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
Terbaik 
 
BPOM di Pangkalpinang meraih 
penghargaan dengan kategori 
Koordinator Wilayah 
Kementerian/Lembaga Dengan 
Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran Terbaik Untuk Kategori 
Satuan Kerja (Satker) Kecil. 
Penghargaan ini diserahkan oleh Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung bertajuk Treasury 
Award. 
 
 

DESEMBER
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Gambaran Umum Organisasi 

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tentang Badan Pengawas Obat dan 

Makanan bahwa BPOM adalah Lembaga Pemerintah Nonkementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada 

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di Bidang Kesehatan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun 

berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di 

Pangkal Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di ibukota Propinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai penguatan kelembagaan Badan POM dan 

pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk Loka POM di Kabupaten 

Belitung yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 28 E-F, Pangkallalang, Tanjung Pandan 

Kabupaten Belitung. Pada tanggal 19 September 2018, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, 

S.Sos meresmikan mulai operasionalnya Loka POM di Kabupaten Belitung. Kemudian pada 

tanggal 27 Nopember 2018 dilaksanakan peresmian dan penandatanganan prasasti kantor 

Loka POM di Belitung oleh Kepala Bada POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.  

 

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkal Pinang 

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial 

hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan 

secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir. Dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Pangkal Pinang mencakup aspek yang 

sangat luas, mulai dari pengambilan contoh produk di lapangan, pengujian di 

laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, hingga ke penyelidikan dan 

proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan 

cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 80 Tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan No 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka 

tugas pokok fungsi Balai POM di Pangkal Pinang sebagai unit pelaksana teknis mandiri 

Badan POM di daerah adalah sebagai berikut: 
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a. Tugas Pokok  

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. Fungsi Balai POM di Pangkal Pinang  

Adapun fungsi dari Balai POM di Pangkal Pinang adalah sebagai berikut:  

- penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;  

- pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi 

Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan;  

- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

1.2 Visi dan Misi Balai POM di Pangkal Pinang 

Balai POM di Pangkal Pinang merupakan salah satu UPT dari Badan POM 

sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai dengan Badan POM. Tugas 

dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Obat dan Makanan dituntut untuk dapat 

menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai 

persyaratan yang telah ditetapkan. 

“Obat dan Makanan Aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.’’ 

Penjelasan Visi:  

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan 

pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk 
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menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, 

bermutu dan berdaya saing mencakup aspek: 

Aman 

 

 

 

Bermutu 

 

 

 

Daya saing 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan 

Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang 

mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ 

tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. 

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar 

(persyaratan dan tujuan penggunaannya) sehingga obat dan 

makanan memiliki efektivitas yang sesuai dengan kegunaannya 

untuk tubuh. 

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Pangkal 

Pinang sebagai berikut: 

a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan 

kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia Indonesia. 

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi BPOM dan Misi Presiden yang pertama 

yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan 

nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan 

Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang 

berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus 

BPOM ke depan.  

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 

Misi yang dijalankan ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu 

struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta 

jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima 

sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal 

agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat 

di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil 

dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri 

itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian 

menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri 

ada di lima sektor tersebut. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak 
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langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen 

untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, 

khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory 

(pembinaan/pendampingan). 

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan 

bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 

yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan 

Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk 

sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses 

menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi 

Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) 

Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum 

melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan. 

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. 

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan 

oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk 

peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang 

terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib 

mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan 

Roadmap RB Nasional 2025-2029. 

1.3 Budaya Organisasi 

   Budaya Organisasi merupakan nilai-nilai luhur sebagi landasan dalam 

melaksanakan tugas yang harus diyakini, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota 

organisasi. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi 

semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Badan POM 

memiliki budaya organisasi sebagai berikut: 

1. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan 

komitmen yang tinggi. 
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2. Integritas  

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjujung tinggi nilai-nilai 

luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas 

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. 

4. Kejasama Tim  

Mengutamakan Keterbukaan, Saling Percaya, dan Komunikasi yang Baik. 

5. Inovatif  

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan & teknologi terkini. 

6. Responsif/ Cepat Tanggap  

Antisipatif dan Responsif dalam mengatasi masalah. 

1.4 Kegiatan Utama Balai POM di Pangkal Pinang  

a. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan 

Pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan merupakan pengawasan 

pre-market yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan 

sarana produksi obat dan makanan untuk melakukan penerapan dan pemenuhan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan cara produksi yang baik oleh 

pelaku usaha (produsen) merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menghasilkan 

produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu. Target pengawasan 

sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 39 sarana. 

b. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 

Pelaksanaan sistem jaminan mutu dan kualitas produk obat dan makanan melalui 

penerapan cara produksi yang baik oleh produsen belum cukup untuk memastikan 

produk yang dihasilkan tetap aman, bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh 

masyararat. Distributor dan ritel sebagai komponen penting pada rantai distribusi 

memiliki kewajiban untuk menjamin mutu dan kualitas produk selama berada di jalur 

distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk itu perlu dilakukan 

pengawasan selama proses distribusi untuk menjamin keamanan, manfaat dan 

mutu produk tetap terjaga. Efektifitas pengawasan harus semakin ditingkatkan 

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan intensifikasi 

pelaksanaan inspeksi ke sarana, pengawasan produk di peredaran melalui 

pengambilan sampel untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk 

beredar, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lintas sektor maupun 

stakeholder terkait. Target kegiatan ini pada tahun 2024 sebanyak 483 sarana. 

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 

Sistem pengawasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, 

pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam 
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rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak, seperti 

meningkatkan komitmen lintas sektor untuk bersinegi dalam pembinaan UMKM, 

meningkatkan pemahaman konsep keamanan pangan kepada UMKM dan lain 

sebagainya. Target kegiatan ini pada tahun 2024 sebanyak 12 keputusan/ sertifikat. 

d. Layanan Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat 

Memberikan layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat 

sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap produk obat dan makanan yang beresiko terhadap Kesehatan. Target 

pada tahun 2024 yaitu melakukan KIE kepada 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) 

orang. 

e. Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan  

Penyidikan merupakan hilir pengawasan obat dan makanan yang dapat 

memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran, 

Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga 

berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Selain 

melakukan proses penyidikan, Balai POM di Pangkal Pinang juga melakukan 

pencegahan kejahatan, kegiatan intelijen, pemantauan siber, pemetaan kerawanan 

kejahatan, dan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan.  

f. Pengujian Obat dan Makanan 

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan 

Makanan   yang beredar di seluruh Indonesia, Balai POM melakukan pengawasan 

post-market untuk melihat konsistensi mutu produk. Pengawasan tersebut dilakukan 

melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap 

produk yang disampling. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan 

menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan 

internasional.  

g. Mewujudkan tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal 

Mewujudkan tatakelola pemerintah yang optimal sangat penting baik untuk efisiensi 

operasional internal pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik. Beberapa hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tatakelola yang lebih 

baik diantaranya yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi, pelaksanaan manajemen 

resiko, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, 

pengelolaan teknologi informasi komunikasi, dan pengelolaan kinerja. 

h. Memberikan layanan publik UPT yang prima sehingga dapat mendorongtercapainya  

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkal 

Pinang. 
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1.5 Kegiatan Prioritas Balai POM di Pangkal Pinang  

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Pangkal Pinang mencakup pre- 

dan post-market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup 

kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan 

yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas 

sektor. Selain melaksanakan tugas teknis pengawasan, Balai POM di Pangkal Pinang 

juga melaksanakan tugas terkait manajemen sebagai upaya untuk mendukung 

tercapainya sasaran strategis BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi 

BPOM 2020-2024.  

Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator: 

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 93,44 

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 91,85 

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

 dengan target 88,19 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

dengan target 78 

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 97 

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan dengan target 97,83 

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan dengan target 75,6 

8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan 

target 100 

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

 dengan target 70,8 

10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

dengan target 78,6 

11. Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,9 

12. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 

pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 100 

13. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman 

serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota dengan target 95 

14. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 95,5 

15. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan 

target 76 
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16. Jumlah desa pangan aman dengan target 31 

17. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan target 10 

18. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 

100 

19. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan 

target 100 

20. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

dengan target 75 

21. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar 

GLP dengan target 83 

22. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Pangkal Pinang yang optimal 

dengan target 3 

23. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang dengan target 

82,25 

24. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan dengan target 95,57 

25. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

 dengan target 81,3 

26. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkal 

Pinang dengan target 93 

27. Indeks RB Balai POM di Pangkal Pinang dengan target 91,55 

28. Nilai AKIP Balai POM di Pangkal Pinang dengan target 83,21 

29. Nilai Pengelolaan Kearsipan 93,37 

30. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Pangkal Pinang dengan target 90,82 

31. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkal Pinang dengan target 90,87 

32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara 93 

33. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 75,6 

34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 60 

 

B. Implementasi PUG di Balai Pangkal Pinang 

Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pengawasan obat dan makanan di Balai 

POM Pangkal Pinang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program 

yang ada tidak hanya adil, tetapi juga memperhatikan perbedaan dan kebutuhan khusus 

antara perempuan dan laki-laki. Dengan melibatkan perspektif gender dalam setiap tahap 

kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi diharapkan dapat menciptakan sistem 
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pengawasan yang lebih efektif dan inklusif, yang memberikan manfaat yang setara bagi 

seluruh masyarakat. 

Balai POM di Pangkal Pinang dalam  melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan 

makanan, baik itu penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) maupun 

pendampingan UMKM telah berusaha secara optimal untuk memberikan perlakukan yang 

setara baik kepada laki-laki maupun perempuan. 

Selama kurun waktu 2024 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap data 

terpilah dari berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : 

1. Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) 

2. Desa Intervensi Keamanan Pangan 

3. Intervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) 

4. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) 

5. Pendampingan UMKM 
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BAB II 
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi 

Sumatera Selatan. Ibukota provinsi ini adalah Pangkal Pinang. Berdasarkan kondisi tersebut 

wilayah kerja Balai POM di Pangkal Pinang digambarkan sebagai berikut: 

A. Lingkungan Eksternal BPOM Pangkal Pinang 

3.1 Data Umum Wilayah Kerja 

1. Luas Wilayah Kerja 

Total luas wilayah daratan dan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 

luas 81.725,06 km2, Luas daratan setidaknya mencapai 16.424,06 kilometer 

persegi, atau 20,10 persen dari total wilayah. Sementara luas laut kurang 

lebih 65.301 kilometer persegi, atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Perbatasan wilayah: 

- di sebelahUtara : Laut Natuna 

- di sebelahSelatan : Laut Jawa 

- di sebelah Barat : Selat Bangka 

- di sebelahTimur : Selat Karimata 

2. Jumlah Kabupaten/Kota  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua pulau yaitu Pulau 

Bangka dan Pulau Belitung serta terdapat pulau-pulau kecil disekitarnya. Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu: 

a. Kabupaten Bangka,  

b. Kabupaten Bangka Tengah,  

c. Kabupaten Bangka Barat, 

d. Kabupaten Bangka Selatan, 

e. Kabupaten Belitung, 

f. Kabupaten Belitung Timur dan 

g. Kota Pangkal Pinang. 

3. Pola Transportasi Balai POM Pangkal Pinang di Wilayah Kerja  

Pola transportasi Balai POM di Pangkal Pinang adalah menggunakan transportasi 

darat, transportasi laut dan transportasi udara. 

4. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja 
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Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan 

transportasi darat dengan waktu 1-3 jam.  

5. Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja 

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkal Pinang di satu wilayah kerja 

berkisar antara 2-3 hari. 

3.2  Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/ Kota  

Pada tahun 2024, Balai POM di Pangkal Pinang melalui Kelompok Substansi 

Pemeriksaan jumlah telah melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat 

dan makanan terhadap 522 sasaran. Adapun rincian sasaran Pengawasan diantaranya 

yaitu 39 sarana produksi obat tradisional dan pangan olahan, 185 sarana distribusi obat 

dan sarana pelayanan kefarmasian, 106 sarana distribusi obat tradisional, kosmetik 

dan suplemen kesehatan serta 192 sarana distribusi pangan olahan. Jika diklasifikan 

berdasarkan sararan kabupaten / kota, Balai POM di Pangkal Pinang telah melakukan 

pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 213 sarana 

di Kota Pangkal Pinang, 110 sarana di Kab. Bangka, 92 sarana di Kab. Bangka Tengah, 

54 sarana di Kab. Bangka Barat dan 53 sarana di Kab. Bangka Selatan. 

 

Gambar 2.1 Grafik Jumlah Sasaran Pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang 
Tahun 2024 

 

1. Jumlah Industri Farmasi  

    Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki 

sarana Industri Farmasi sehingga tidak terdapat sasaran pengawasan oleh Balai 

POM di Pangkal Pinang. 
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2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/ Sarana Khusus (Unit Tranfusi 

Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca) hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung tidak memiliki Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana 

khusus radiofarmaka/Lab. Sel Punca. Hanya terdapat sarana khusus Unit Tranfusi 

Darah sebanyak 7 sarana diantaranya yaitu 2 sarana di Kota Pangkal Pinang, 1 

sarana di Kab. Bangka, 1 sarana di Kab. Bangka Tengah, 1 sarana di Kab. Bangka 

Barat, 1 sarana di Kab. Bangka Selatan dan 1 sarana di Pulau Belitung. Namun 

tidak ada sarana khusus Unit Transfusi Darah yang menjadi target pengawasan 

Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2024. 

3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)  

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Obat Tradisional (IOT) sehingga tidak terdapat sasaran pengawasan oleh 

Balai POM di Pangkal Pinang. 

4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) sehingga tidak terdapat sasaran pengawasan 

oleh Balai POM di Pangkal Pinang. 

5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)  

Hingga tahun 2024, terdapat 4 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang 

berada di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang dengan rincian 3 

sarana di Kota Pangkal Pinang dan 1 sarana di Kab. Bangka Tengah. Jumlah 

UKOT yang menjadi sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 2 

UKOT. 

6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  

Hingga tahun 2024, terdapat 2 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang 

berada di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang dengan rincian 1 

sarana di Kota Pangkal Pinang dan 1 sarana di Kab. Bangka. Jumlah UMOT yang 

menjadi sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 1 UMOT. 

7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan  

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan sehingga tidak terdapat 

sasaran pengawasan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. 

8. Jumlah Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi 

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi sehingga tidak terdapat sasaran 

pengawasan oleh Balai POM di Pangkal Pinang.  
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9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan  

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan sehingga tidak terdapat 

sasaran pengawasan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. 

10. Jumlah Industri Kosmetik  

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Kosmetik sehingga tidak terdapat sasaran pengawasan oleh Balai POM di 

Pangkal Pinang. 

11. Jumlah Industri Farmasi Yang Memproduksi Kosmetik 

Hingga tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana 

Industri Farmasi yang memproduksi Kosmetik sehingga tidak terdapat sasaran 

pengawasan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. 

12. Jumlah Industri Pangan  

Hingga tahun 2024, terdapat 37 sarana industri pangan yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang, diantaranya yaitu 15 sarana di Kota 

Pangkal Pinang, 8 sarana di Kabupaten Bangka, 7 sarana di Kabupaten Bangka 

Tengah, 2 sarana di Kabupaten Bangka Barat dan 5 sarana di Kabupaten Bangka 

Selatan. Jumlah Industri Pangan yang menjadi sasaran pengawasan selama tahun 

2024 yaitu sebanyak 30 sarana. 

13. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)  

Hingga tahun 2024, terdapat 2014 sarana IRTP yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang dengan rincian 384 sarana di kota 

Pangkal Pinang, 660 sarana di Kab. Bangka, 558 sarana di Kab. Bangka Tengah, 

164 sarana di Kab. Bangka Barat dan 248 sarana di Kab. Bangka Selatan. Terjadi 

penurunan jumlah sarana IRTP dari tahun lalu yaitu sebelumnya sebanyak 2029. 

Pemeriksaan IRTP dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota. Jumlah IRTP yang menjadi sasaran pengawasan selama tahun 

2024 yaitu sebanyak 6 sarana.  

14. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)  

Hingga tahun 2024, terdapat 14 sarana PBF yang berada di wilayah pengawasan 

Balai POM di Pangkal Pinang dengan rincian 10 sarana di Kota Pangkal Pinang, 3 

sarana di Kab. Bangka dan 1 sarana di Kab. Bangka Tengah. Dari 14 sarana 

tersebut, 2 sarana di Kota Pangkal Pinang telah mengajukan pencabutan Izin 

Sarana pada tahun 2024. Jumlah PBF yang menjadi sasaran pengawasan selama 

tahun 2024 yaitu sebanyak 14 PBF. 
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15. Jumlah Apotek  

Terdapat 225 sarana apotek yang terdata berada di wilayah pengawasan Balai 

POM di Pangkal Pinang pada awal tahun 2024. Jumlah apotek yang menjadi 

sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 87 apotek. 

16. Jumlah Toko Obat 

Terdapat 26 sarana toko obat yang terdata berada di wilayah pengawasan Balai 

POM di Pangkal Pinang pada awal tahun 2024. Jumlah toko obat yang menjadi 

sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 20 toko obat. 

17. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)  

Dalam mengawasi peredaran produk terapetik, Balai POM di Pangkal Pinang juga 

melakukan pemeriksaan di Instalasi Farmasi milik pemerintah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota. Terdapat 6 Instalasi Farmasi milik pemerintah yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang diantaranya yaitu 1 Instalasi Farmasi 

milik pemerintah Provinsi, 1 Instalasi Farmasi milik pemerintah Kota dan 4 Instalasi 

Farmasi milik pemerintah kabupaten. Seluruh Instalasi Farmasi milik pemerintah 

yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang menjadi 

sasaran pengawasan selama tahun 2024. 

18. Jumlah Rumah Sakit  

Terdapat 24 sarana Rumah Sakit yang terdata berada di wilayah pengawasan 

Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2024. Jumlah rumah sakit yang menjadi 

sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 16 rumah sakit. 

19. Jumlah Puskesmas  

Terdapat sebanyak 48 sarana Puskesmas yang terdata berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2024. Jumlah puskesmas 

yang menjadi sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 28 

puskesmas. 

20. Jumlah Klinik  

Terdapat sebanyak 45 sarana Klinik yang terdata berada di wilayah pengawasan 

Balai POM di Pangkal Pinang pada awal tahun 2024. Jumlah klinik yang menjadi 

sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 14 klinik.  

21. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan) 

Selama tahun 2024, tidak ada sarana seperti Praktek Dokter dan Bidan yang 

menjadi sasaran pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. 

22. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Terdapat 2 kantor kesehatan pelabuhan yang berada di wilayah pengawasan Balai 

POM di Pangkal Pinang yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal 

Pinang dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkal Pinang. 
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23. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional  

Terdapat sebanyak 120 fasilitas distribusi Obat Tradisional yang terdata berada di 

wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang pada awal tahun 2024. Jumlah 

fasilitas distribusi Obat Tradisional  yang menjadi sasaran pengawasan selama 

tahun 2024 yaitu sebanyak 36 sarana. 

24. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki sarana yang khusus 

mendistribusikan produk suplemen makanan, sebagian besar masih bergabung 

dengan produk lain. Sehingga pemeriksaan sarana distribusi suplemen makanan 

dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan produk lain di apotek dan toko obat. 

Terdapat sekitar 251 sarana yang melakukan distribusi suplemen kesehatan yang 

terdiri dari sarana apotek dan toko obat. Jumlah fasilitas distribusi Suplemen 

Kesehatan  yang menjadi sasaran pengawasan selama tahun 2024 yaitu sebanyak 

6 sarana apotek yang juga bertindak sebagai sarana distribusi suplemen 

kesehatan. 

25. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik  

Jumlah fasilitas distribusi kosmetik yang terdata di wilayah pengawasan Balai POM 

di Pangkal Pinang pada awal tahun 2024 yaitu sekitar 64 sarana. Sebagian besar 

pendistribusian kosmetik masih bergabung dengan sarana distribusi produk lain 

seperti di apotek, klinik dan distribusi pangan. Selama tahun 2024, terdapat 64 

sarana distribusi kosmetik yang menjadi sasaran pengawasan, baik melalui 

pemeriksaan rutin maupun melalui kegiatan Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik 

illegal dan/atau TMK. 

26. Jumlah Klinik Kecantikan 

Terdapat sebanyak 14 sarana Klinik Kecantikan yang terdata berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang pada tahun 2024 dengan rincian 11 

sarana di kota Pangkal Pinang, 2 sarana di Kab. Bangka dan 1 sarana di Kab. 

Bangka Tengah. Jumlah klinik kecantikan yang menjadi sasaran pengawasan 

selama tahun 2024 yaitu sebanyak 14 sarana.  

27. Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan 

Sarana peredaran pangan olahan merupakan sarana terbanyak yang ada di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, terdapat kurang lebih 3392 

sarana peredaran pangan olahan (makanan dan minuman), yang terdiri dari 

distributor pangan, supermarket, minimarket, toko dan warung (kios). Selain 

mendistribusikan produk pangan, pada umumnya sarana distribusi pangan juga 

mendistribusikan produk lain seperti kosmetik, obat tradisional, suplemen 
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makanan dan obat bebas. Terdapat 192 sarana peredaran pangan olahan yang 

menjadi sasaran pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang selama tahun 2024. 

 

28. Jumlah Sekolah Serta Jumlah Murid SD Menurut Kabupaten/ Kota  

Jumlah sekolah serta jumlah murid SD menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2. 1Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid Jenjang SD Sederajat Menurut Kabupaten 

/Kota Tahun 2024 

 

No Kabupaten / Kota 

SD Sederajat 

Jumlah Sekolah Jumlah Murid 

1 2 3 4 

1 Kabupaten Bangka 194 36.968 

2 Kabupaten Belitung 123 18.737 

3 Kabupaten Bangka Barat 142 25.066 

4 Kabupaten Bangka Tengah 107 23.824 

5 Kabupaten Bangka Selatan 102 24.412 

6 Kabupaten Belitung Timur 105 13.322 

7 Kota Pangkal Pinang 100 26.480 

Total 873 168.809 

 
         Sumber : Buku Publikasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dalam Angka 2024 

(https://babel.bps.go.id/) 

  

B. Lingkungan Internal BPOM di Pangkal Pinang 

   Sesuai dengan struktur organisasi BPOM di Pangkal Pinang, maka kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan meliputi kegiatan perkantoran dan administrasi, penyidikan, layanan 

masyarakat baik sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian 

laboratorium. BPOM di Pangkal Pinang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. 

Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Air Itam Pangkal Pinang. Dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut: 

http://www.dapo.kemdikbud.go.id/
https://babel.bps.go.id/
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3.1 Luas Tanah (m²)  

Balai POM di Pangkal Pinang menempati bangunan dengan luas tanah 2.641 

m2. Pada Tahun 2014 membeli tanah seluas 2.094 m2 yang terletak di belakang kantor 

Balai POM di Pangkal Pinang. Tahun 2015 mendapat tambahan hibah tanah seluas 

791 m2, sehingga total luas tanah saat ini adalah 5.526 m2. 

 

3.2 Luas Bangunan (m²) 

Luas Bangunan Balai POM di Pangkal Pinang 2.075 m2 terdiri dari luas kantor 780 m2 

dan luas laboratorium 1.295 m2, terdiri dari: 

a. Gedung depan berupa: 

● Bangunan Ruang Tata usaha, Ruang Kepala BPOM Pangkal Pinang, Ruang 

Penerimaan Sampel Pihak Ketiga, Ruang Informasi dan Komunikasi, Ruang 

Pemerikasaan dan Penindakan,  

● Bangunan laboratorium pengujian pangan dan mikrobiologi 

b. Gedung belakang berupa ruang Laboratorium Pengujian Obat dan Nappza, 

Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

c. Bangunan Garasi mobil berukuran 30 m2 yang terletak di samping Gedung depan 

d. Rumah Genset berukuran 15 m2 yang terletak di samping Gedung belakang 

e. Tempat parkir motor yang terletak di samping Gedung 

f. Rumah insenerator berukuran 7,5 m2 yang terletak di samping Gedung 

 

3.3 Status Kepemilikan Tanah  

Tanah Kantor Balai POM di Pangkal Pinang dengan luas total 5.526 m2 terbagi menjadi 

2 (dua) sertifikat yang berbeda, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Sertifikat 1 

No Sertifikat Tanah : 29.04.02.17.4.00003 

Luas Tanah  : 3.432 m2  

Status Kepemilikan : Hak Pakai 

b. Sertifikat 2 

No Sertifikat Tanah : 29.04.02.17.4.00002 

Luas Tanah  : 2.094 m2  

Status Kepemilikan : Hak Pakai 

 

3.4 Rumah Dinas 

Balai POM di Pangkal Pinang belum memiliki Rumah Dinas, Rumah Dinas 

Kepala Balai masih berupa Rumah Kontrak. 
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3.5 Penerangan 

(1) Sejak tahun 2013 penerangan di BPOM Pangkal Pinang menggunakan PLN 

dengan daya listrik yang tersedia 197 kVa terbagi menjadi dua yaitu 33 kVA untuk 

kantor dan 164 kVA untuk laboratorium. Pada tahun 2021 terdapat penambahan 

daya listrik sebesar 10kVa untuk laboratorium, sehingga total penggunaan daya 

listrik PLN saat ini sebesar 207kVa. 

(2) Selain menggunakan PLN sebagai sumber listrik utama, Balai POM di Pangkal 

Pinang juga memiliki 1 (satu) unit generator dengan daya listrik 135kVA untuk 

membantu operasional kantor apabila terdapat pemadaman listrik.Pada tahun 

2024 terdapat pengadaan generator baru berkapasitas 350kVA yang difungsikan 

untuk mengganti generator  lama dikarenakan sering rusak dan tidak mampu lagi 

untuk mencadangkan beban beban daya listrik yang dipakai apabila listrik dari PLN 

padam. 

 

3.6 Sarana Komunikasi  

Sarana Komunikasi yang dimiliki oleh BPOM di Pangkal Pinang adalah telepon 

sebanyak 3 line dengan nomor saluran telepon Ruang Pimpinan Telp/Fax. (0717) 

439278, ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen Telp. (0717) 434705, Ruang Tata 

Usaha Telp/Fax. (0717) 434874, internet jaringan Speedy dan memiliki e-mail 

bpom_Pangkal Pinang@pom.go.id & bpompp@gamil.com serta semua ruangan telah 

terhubung dengan telepon extension/ PABX sebanyak 27 unit. 

 

3.7 Sumber Air 

Sumber Air di Kantor Balai POM di Pangkal Pinang berupa sumur bor dengan 

kedalaman 30 meter dan memiliki debit air yang cukup. 

 

3.8 Kendaraan  

1) Kendaraan roda empat sebanyak 6 (enam) unit berupa: 

1 (satu) mobil Laboratorium keliling, dan 4 (empat) mobil Operasional, dan 1(satu) 

mobil insenerator dalam keadaan baik. 

2) Kendaraan roda dua sebanyak 4 (empat) unit dalam keadaan baik.  

 

3.9 Sumber Daya Manusia  

Jumlah SDM yang dimiliki BPOM di Pangkal Pinang untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi pengawasan obat dan makanan tahun 2024 adalah sejumlah 51 (Lima Puluh 

Satu) orang, terdiri dari: 

1. Kepala Balai 1 ( Satu ) orang 

mailto:bpom_pangkalpinang@pom.go.id
mailto:bpompp@gamil.com
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2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 (Satu) orang 

3. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi 4 (empat) orang 

4. Tim Kerja Pengujian 22 (dua puluh dua) orang 

5. Tim Kerja Pemeriksaan 7 (tujuh) orang 

6. Tim Kerja Penindakan 4 (empat) orang 

7. Staf Tata Usaha 12 (Dua Belas) orang 

Untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM di Pangkal 

Pinang mempunyai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 10 (sepuluh) 

orang dan 5 (lima) orang tenaga alih daya, terdiri dari: 

1. Pengemudi 1 (satu) orang 

2. Pramukantor 4 (empat) orang 

3. Tenaga Pengaman 4 (empat) orang 

4. Admin Umum 3 (tiga) orang 

5. Laboran 3 (tiga) orang 

Penggolongan Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang berdasarkan umur yaitu 

sebagai berikut:  

a. usia 26-30 tahun : 15 (lima belas) orang  

b. usia 31-35 tahun  : 11 (sebelas) orang 

c. usia 36-40 tahun  : 23 ( dua puluh tiga) orang  

d. usia 41-55 tahun  : 2 (dua) orang 

Penggolongan Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang Berdasarkan Strata 

Pendidikan 

a. Apoteker : 18 (delapan belas) orang 

b. S2  :  3 (tiga) orang 

c. S1  : 22 (dua puluh dua) orang 

d. D3  : 8 (delapan) orang 

 

Penggolongan Pegawai Balai POM di Pangkal Pinang Berdasarkan Gender / Jenis 

Kelamin yaitu sebagai berikut : 

a. Jenis kelamin laki- laki   :14  orang 

b. Jenis Kelamin Perempuan : 37 orang 

 

3.10 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan 

parameter) 

Laboratorium Pengujian merupakan tulang punggung pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Badan POM. Laboratorium terus meningkatkan kapasitasnya agar 

dapat mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2024, 
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Laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang menjadi laboratorium anggota 

Regionalisasi Laboratorium Badan POM RI Region Pekanbaru, bersama Balai Besar 

POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Bandar 

Lampung, Balai POM di Jambi, Loka POM Dumai, Loka POM Indragiri Hulu, Loka POM 

Lubuk Linggau, Loka POM Tulang Bawang, Loka POM Sungai Penuh dan Loka POM 

Belitung. Laboratorium Pengujian Balai POM di Pangkal Pinang juga melakukan 

pengujian spesifik sampel dari Balai Besar/Balai//Loka yang berada pada Region 

Pekanbaru yaitu komoditi Obat untuk kelas terapi kardiovaskular dan organ sensorik 

dan komoditi Pangan untuk pengujian bahan tambahan pangan khusus. 

Pada tahun 2024, jumlah sampel rutin yang diuji di Balai POM di Pangkal Pinang 

sebanyak 1432 sampel dengan capaian realisasi sampling sebesar 100,13% dari target 

sampling 1430 sampel. Sampel ini terdiri dari 310 sampel Obat, 208 sampel Obat 

Tradisional, 13 sampel Obat Kuasi, 56 sampel Suplemen Kesehatan, 413 sampel 

Kosmetik dan 432 sampel Pangan. Dari jumlah sampel rutin yang diuji oleh 

Laboratorium Obat dan Pangan, sebanyak 273 sampel Obat dan 52 sampel Pangan 

berasal dari sampel pengujian spesifik dari Balai Besar/Balai/Loka di region Pekanbaru. 

Selain sampel rutin, Kelompok Kerja Kegiatan Pengujian juga melakukan 

pengujian terhadap 564 sampel pihak ketiga (361 sampel Obat dan Nappza, 2 sampel 

Obat Kuasi, 8 sampel Kosmetik dan 193 sampel Pangan), 11 sampel kasus penyidikan 

(9 sampel Obat dan 2 sampel Kosmetik), dan pengujian sederhana menggunakan test 

kit sebanyak 905 sampel Pangan. 

Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA melakukan uji terhadap 680 sampel 

dengan total 1935 parameter uji. Dengan jumlah analis sebanyak 3 orang, maka rata-

rata kemampuan kerja per orang dalam setahun adalah sebanyak 226,67 sampel 

dengan rata-rata 621,33 parameter uji. 

Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan terdiri dari 4 

orang analis. Laboratorium ini melakukan uji terhadap 279 sampel dengan 2579 

parameter uji. Rata-rata kemampuan kerja setiap analis per tahun adalah 69,75 sampel 

dengan rata-rata 644,75 parameter uji. 

Laboratorium Kimia Kosmetik terdiri dari 4 orang analis. Laboratorium ini 

melakukan uji terhadap 423 sampel dengan 2006 parameter uji. Rata-rata kemampuan 

kerja setiap analis per tahun adalah 105,75 sampel dengan rata-rata 501,50 parameter 

uji. 

Laboratorium Kimia Pangan dan Air terdiri dari 5 orang analis laboratorium dan 

melakukan uji terhadap 628 sampel dengan 2802 parameter uji. Rata-rata kemampuan 

kerja per orang dalam setahun dalam mengerjakan sampel dan parameter uji secara 

berturut-turut adalah 125,60 sampel dengan 560,40 parameter uji. 
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Laboratorium Mikrobiologi melakukan uji terhadap 636 sampel yang berasal dari 

berbagai komoditi dengan 1477 parameter uji. Dengan jumlah analis sebanyak 4 orang, 

rata-rata kemampuan kerja per analis dalam setahun adalah 159,00 sampel dengan 

369,25 parameter uji. 

 

3.11 Keikutsertaan Uji Profisiensi  

Uji profisiensi merupakan salah satu prosedur jaminan mutu hasil pengujian 

laboratorium seperti yang dipersyaratkan dalam ISO/IEC 17025 : 2017. Keikutsertaan 

uji Profisiensi ini penting karena uji profisiensi merupakan salah satu instrumen penting 

yang dapat digunakan mempertahankan unjuk kerja laboratorium yang baik dan 

meningkatkan kompetensi teknis laboratorium. Melalui kompetensi teknis yang baik 

diharapkan laboratorium dapat menghasilkan data uji yang valid dan terpercaya. 

Selama tahun 2024, Laboratorium Pengujian Balai POM di Pangkal Pinang 

mengikuti uji profisiensi, uji banding, dan uji kolaborasi yang diselenggarakan oleh 

PPPOMN dan provider lainnya. Adapun judul uji profisiensi yang diikuti adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 2. 2 Keikutsertaan Uji Profisiensi  Laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang 
 

No 
Labora

torium 

Judul Uji 

Profisiensi/ 

Kolaborasi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Jumlah 

peserta 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Hasil 

1 Obat 

dan 

NAPPZ

A 

Penetapan 

Kadar Tablet 

Lepas Tunda 

Natrium 

Diklofenak 

BBPOM Serang 10 5 Maret 

2024 

Memuaskan 

2  Penetapan 

Kadar 

Allopurinol 

Sediaan 

Tablet 

BBPOM Serang 12 5 Maret 

2024 

Memuaskan 

3 Penetapan 

Kadar Zat 

Aktif Terlarut 

Hasil Uji 

Disolusi Tablet 

Klomifen Sitrat 

PPPOMN 36 31 Juli 2024 Memuaskan 

4 Identifikasi 

NAPPZA 

daalm serbuk 

secara KLT 

PPPOMN 36 31 Juli 2024 Memuaskan 
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No 
Labora

torium 

Judul Uji 

Profisiensi/ 

Kolaborasi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Jumlah 

peserta 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Hasil 

5 Uji dissolusi 

Dexamethaso

ne Tablet 

PPPOMN 16 6 Desember 

2024 

Memuaskan 

6 Obat 

Tradisi

onal 

Identifikasi 

Sildenafil 

Sitrat, 

Tadalafil, Dan 

Vardenafil 

Hidroklorida 

Dalam Obat 

Tradisional 

Sediaan Padat 

BBPOM 

Lampung 

20 24-05 

Februari 

2024 

Memuaskan 

7 Identifiasi 

Antijamur 

dalam 

Sediaan 

Semisolid 

(Mikonazol, 

Ketokonazol) 

PPPOMN 36 04-20 Maret 

2024 

Memuaskan 

8 Identifikasi 

Bahan Kimia 

Obat 

Antibatuk 

dalam OT 

(Efedrin, 

Pseudoefedrin

) 

PPPOMN 35 05-16 

Agustus 

2024 

Memuaskan 

9 Kosmet

ik 

Identifikasi 

Asam 

Retinoat, 

Hidrokinon, 

dan Raksa 

pada Sediaan 

Kosmetik (UP 

Thailand) 

Bureau of 

Cosmetics and 

Hazardous 

Substances : 

Department of 

Medical 

Sciences, 

Ministry of Public 

Health, Thailand 

Bureau of 

Cosmetics and 

Hazardous 

Substances 

36 25 Maret - 9 

Mei 2024 

Memuaskan 
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No 
Labora

torium 

Judul Uji 

Profisiensi/ 

Kolaborasi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Jumlah 

peserta 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Hasil 

10 Identifikasi 

Bahan 

Dilarang 

Dalam 

Sediaan Untuk 

Kulit 

Berjerawat” 

(Acne Skin 

Product : 

Hidrokinon 

Asetat, 

Deksametaso

n, Klobetasol 

propionat) 

PPPOMN 36 30 Mei - 14 

Juni 2024 

Memuaskan 

11 Identifikasi 

dan 

Penetapan 

Kadar 

Diethylene 

Glycol dan 

Ethylene 

Glycol Dalam 

Sediaan 

Mouth 

Washes 

Secara 

Kromatografi 

Gas - 

Spektrometri 

Massa 

(07/KO/MA-

PPPOMN/23) 

PPPOMN 37 22 Juli - 2 

Agustus 

2024 

Memuaskan 

12 Pangan 

dan Air 

Penetapan 

Kadar Gula 

dalam Susu 

Kental Manis 

PPPOMN 35 Juni 2024 Memuaskan 

13 PK Aflatoksin 

B1 dalam MP-

ASI 

PPPOMN 36 Agustus 

2024 

Memuaskan 

14 PK Air, Abu, 

Protein, Zn 

dalam Tepung 

Terigu 

BBIA  Agustus 

2024 

Hasil Belum 

Keluar 
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No 
Labora

torium 

Judul Uji 

Profisiensi/ 

Kolaborasi 

Penyelenggara 

(Provider) 

Jumlah 

peserta 

Waktu 

Pelaksanaa

n 

Hasil 

15 Mikrobi

ologi 

Deteksi 

Pseudomonas 

aeruginosa 

pada sediaan 

auricular 

PPPOMN 37 Juni 2024 Memuaskan 

16 Uji Angka 

Lempeng 

Total 

Kontaminasi 

pada Produk 

Susu 

PPPOMN 39 Juli 2024 Memuaskan 

17 Deteksi 

Salmonela sp 

pada 

Suplemen 

Kesehatan 

Mengandung 

Probiotik 

PPPOMN 42 Agustus 

2024 

Memuaskan 

18 Penetapan 

Kadar 

Endotoksin 

Bakteri 

Sediaan Cair 

dengan 

Metode Jendal 

Gel 

PPPOMN 31 Oktober 

2024 

Memuaskan 

19 Angka 

Lempeng 

Total (ALT), E. 

Coli, 

Salmonella 

pada Tepung 

Terigu 

BBIA 84 Desember 

2024 

Memuaskan 

 

3.12 Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium 

UPT BPOM  

Laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang telah dilengkapi dengan berbagai 

jenis peralatan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengujian sampel rutin, non-

rutin, dan lainnya,. Pada tahun 2024 terdapat penambahan peralatan melalui 

mekanisme pengadaan baik alat instrumen maupun alat penunjang laboratorium. 

Berdasarkan daftar standar minimun peralatan laboratorium kimia dan mikrobiologi 
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PPPOMN, masih terdapat gap yang cukup signifikan terhadap peralatan yang ada di 

laboratorium Balai POM di Pangkal Pinang. 

Selama tahun 2024, PPPOMN telah melakukan penilaian terhadap pemenuhan 

standar peralatan Balai POM di Pangkal Pinang. Dari hasil asesmen terakhir pada 

Desember 2024, nilai pemenuhan standar peralatan di laboratorium kimia dan 

mikrobiologi mengalami penurunan menjadi 73,11% dari 73,98% pada tahun 2023. 

Pada tahun 2024, persentase pemenuhan peralatan mengalami penurunan karena 

adanya perubahan standar peralatan dari PPPOMN sesuai konsep regionalisasi 

laboratorium Badan POM terbaru. Berdasarkan data yang telah dilampirkan, 

Laboratorium Pengujian Balai POM di Pangkal Pinang masih perlu melengkapi 

peralatan laborotorium sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh PPPOMN. 

 
3.13 Sertifikasi/Akreditasi  

Pada tanggal 24-25 Oktober 2024 telah dilakukan audit Assesment Surveilan ke-

2 terhadap persyaratan mutu ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) di Balai POM di Pangkal Pinang. Selain itu juga pada tanggal 4-5 November 

2024 telah dilakukan audit resertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 

audit surveilan ISO 370001:2016  oleh SUCOFINDO. 

 
3.14 Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 

Selama Tahun 2024, kerjasama yang dilaksanakan Balai POM di Pangkal Pinang 

sebanyak 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama diantaranya PKS bersama Pengurus Daerah 

Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Bangka dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang. 

Hingga tahun 2024 jumlah Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPOM di Pangkal Pinang yang masih berlaku dan aktif 

sebanyak 9 (sembilan) kerjasama. 

 

3.15 Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi 

Sebagai bentuk adanya kerjasama dengan lintas sektor, Balai POM di Pangkal 

Pinang tergabung dalam Tim satuan kerja dengan lintas sektor terkait tertuang dalam 

7 (tujuh) Surat Keputusan (SK) Gubernur/Walikota/Bupati. Dalam SK Gubernur Bangka 

Belitung terdapat 2 (dua) SK yaitu Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tim Terpadu Satuan Tugas Pangan. Serta 

terdapat 5 (lima) SK yang tertuang dalam SK Bupati/Walikota diantaranya Tim terpadu 

Satuan Tugas Pangan Kota Pangkal Pinang, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim 
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Pelaksana Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar 

Kabupaten Bangka Barat, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Kabupaten Bangka Barat, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Obat dan Makanan di Kabupaten Bangka Selatan dan Tim Terpadu Satuan Tugas 

Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangka. 

Balai POM di Pangkal Pinang mendapatkan 6 (enam) penghargaan dari lintas 

sektor diantaranya Stand Terkece Tahun 2024 pada ERPEKA FESTIVAL yang 

diselenggarakan oleh UPTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Koordinator Wilayah 

Kementerian/Lembaga dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik 

(Satker Kecil) TA 2024 dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bangka 

Belitung, Peringkat Kedua Satuan Kerja Terbaik dalam optimalisasi Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah dari KPPN Pangkal Pinang, Penghargaan dari Bupati Belitung Timur 

atas terselenggaranya Program Nasional PJAS, Desa Pangan Aman dan PPABK di 

Kabupaten Belitung Timur dan Penghargaan dari Pj. Walikota Pangkal Pinang atas 

terselenggaranya Program Nasional PJAS, Kelurahan Pangan Aman dan PPABK di  

Kota Pangkal Pinang. Serta Inovasi Balai POM di Pangkal Pinang ASIKKEKKU V.2 

sebagai Aksi Perubahan Terbaik Pertama pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

PPKASN Kemensetneg. 

Selain penghargaan dari lintas sektor, Balai POM di Pangkal Pinang juga 

mendapatkan penghargaan dari Badan POM diantaranya sebagai Unit Kerja dengan 

Penilaian Kinerja Organisasi Tertinggi Ke-1 Tahun 2024 Kategori Balai POM, Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Pelayanan Prima”, Badan Publik 

"Informatif" Kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM, Terbaik II Tim Agen Perubahan 

Reformasi Birokrasi, UPT Balai Terbaik dalam Kategori Pemetaan Kerawanan 

Kejahatan Obat dan Makanan Terbaik 2024 serta Balai POM di Pangkal Pinang meraih 

Predikat WBK dari Kepala Badan POM RI. 

 

3.16 Pengadaan Barang/Jasa 

Selama tahun 2024 Pengadaan Barang/Jasa Balai POM di Pangkalpinang yang 

dilaksanakan dengan metode E-Purchasing berupa 3 (Tiga) Paket Pengadaan Jasa 

Tenaga Kerja Alih Daya, 1 (Satu) Paket Pengadaan Pakaian Dinas, 1 (Tiga) Paket 

Pengadaan Pengolah Data, 4 (Empat) Paket Pengadaan Fasilitas Perkantoran, 1 

(Satu) Paket Pengadaan Genset dan 1 (Satu) Paket Pengadaan Mobil Laboratorium 

Keliling, Paket Edukasi Keamanan Pangan 1(Satu) Paket, Pengadaan Penunjang 

Laboratorium (E-cat - RM) 5 (Lima) paket, Talkshow KIE Di Media Cetak Dan Elektronik 

Penyebaran Informasi Obat Dan Makanan Melalui Pameran 1 (Satu) paket, Pengadaan 
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Alat Gelas 2 (Dua) paket, Food Security 3 (Tiga) paket, Kalibrasi Eksternal Peralatan 

Laboratorium 1 (Satu) paket, Laboratorium Keliling 1 (Satu) paket, Operasional 

Laboratorium Keliling, dalam Rangka Pemeriksaan Jajanan Buka Puasa 2 (Dua) paket, 

Operasional Mobil Keliling PJAS 2 (Dua) paket, Pelatihan Kader Keamanan Pangan 

Desa 2 (Dua) paket, Pembelian Test Kit 4 (Empat) paket, Pengadaan Alat Gelas 4 

(Empat) paket, Pengadaan Alat Laboratorium 3 (Tiga) paket, Pengadaan Alat 

Laboratorium GCMS Dan Stomacher/Big Mixer 2 (Dua) paket, Pengadaan Baku 

Pembanding 2 (Dua) paket, Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium TA 2024 1 (Satu) 

paket, Pengadaan Penunjang Laboratorium 9 (Sembilan) paket, Pengadaan reagen 

pengujian laboratorium sampel obat , obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik 

13 (Tiga Belas) paket, Pengadaan Suku Cadang Dan Kolom 6 (Enam) paket, Pengujian 

Laboratorium Sampel Makanan 1 (Satu) paket, Pengujian Sampel Pihak Ketiga Dan 

Kebutuhan Uji Kolaborasi Profisiensi 15 (Lima Belas) paket, Penyebaran Informasi 

Produk Omkaba (E-Cat) 1 (Satu) paket. 

 

3.17 Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya) 

Selama tahun 2024, sumber anggaran Balai POM di Pangkal Pinang berasal dari 

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 21.078.919.000 dan PNP sebesar Rp1.100.000.000, 

dengan total anggaran sebesar Rp22.178.919.000. Secara rinci sebagaimana tertuang 

pada tabel 35. 

 

3.18 Laporan Penerimaan PNBP 

Pada tahun 2024, target penerimaan PNBP yaitu sebesar Rp. 288.380.000,- 

sedangkan realisasi penerimaan PNBP adalah sebesar Rp. 588.154.408,- dengan 

persentase 203,95%. 

 

3.19  Implementasi PUG 

    Dalam rangka penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) Balai POM di Pangkal 

Pinang telah melengkapi berbagai sarana dan Prasarana pelayanan meliputi :  

1. Tempat parkir khusus untuk disabilitas 

2. Kacamata baca bagi tamu yang mengalami gangguan    penglihatan 

3. Huruf braille bagi tamu tuna netra 

4. Toilet khusus untuk pria/wanita/dissabilitas 

5. Ruang laktasi untuk ibu menyusui 

6. Kursi roda untuk disabilitas 

7. Tempat bermain untuk anak-anak  
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BAB III 
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

 

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat  

3.1 Pengujian Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA menurut Parameter Uji 

  Pada tahun 2024, Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA melakukan berbagai 

jenis pengujian, meliputi uji sampel obat dengan kelas terapi sistem kardiovaskuler dan 

organ sensorik sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi, uji sampel pihak ketiga dan 

sampel kasus/penyidikan. Laboratorium telah menguji total 680 sampel, yang terdiri 

dari 310 sampel rutin (37 sampel dari Balai POM di Pangkal Pinang dan 273 sampel 

regionalisasi yang berasal dari Balai Besar/Balai/Loka POM di Region Pekanbaru), 361 

sampel pihak ketiga dan 9 sampel kasus penyidikan. 

Untuk pengujian sampel rutin, telah dilakukan pengujian terhadap 1.485 parameter uji, 

dengan hasil 1.480 parameter uji memenuhi syarat (MS) dan 5 parameter uji tidak 

memenuhi syarat (TMS) (terdiri dari 2 parameter uji pH, 1 parameter uji disolusi, 1 

parameter uji penetapan kadar zat aktif, dan 1 parameter uji keseragaman kandungan). 

Selain itu, laboratorium juga melakukan pengujian terhadap 18 parameter uji sampel 

kasus penyidikan dan pengujian sampel pihak ketiga dengan hasil uji yang dijelaskan 

pada subbab B.3.1. 

  Untuk meningkatkan kualitas pengujian, Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA 

telah melakukan 5 verifikasi metode, dengan judul sebagai berikut : 

a. Keseragaman Kandungan Amlodipin Tablet 

b. Uji Disolusi Acetazolamide Tablet 

c. Penetapan Kadar Atorvastatin tablet 

d. Keseragaman Kandungan Atorvastatin Tablet 

e. Uji Disolusi Atorvastatin Tablet 

Selain itu, Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA juga mengikuti uji profisiensi 

yang diselenggarakan oleh PPPOMN dan uji Banding yang diselenggarakan oleh Balai 

Besar POM di Lampung untuk memonitoring unjuk kerja laboratorium. Adapun judul uji 

profisiensi yang diikuti adalah : 

1. Penetapan Kadar Tablet Lepas Tunda Natrium Diklofenak - Balai Besar POM di 

Serang, dengan hasil memuaskan. 

2. Penetapan Kadar Allopurinol Sediaan Tablet - Balai Besar POM di Serang, dengan 

hasil memuaskan. 

3. Penetapan Kadar Zat Aktif Terlarut Hasil Uji Disolusi Tablet Klomifen Sitrat - 

PPPOMN, dengan hasil memuaskan. 
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4. Identifikasi NAPPZA dalam serbuk secara KLT - PPPOMN, dengan hasil 

memuaskan. 

5. Uji dissolusi Dexamethasone Tablet - PPPOMN, dengan hasil memuaskan. 

 

3.2 Pengujian Laboratorium Mikrobiologi menurut Parameter Uji 

  Selain itu, Laboratorium Mikrobiologi juga telah melakukan pengujian 16 

parameter uji terhadap sampel obat, dengan hasil uji Memenuhi Syarat (MS) 100%. 

Untuk meningkatkan kualitas pengujian, Laboratorium Mikrobiologi melakukan 2 

verifikasi metode, dengan judul sebagai berikut : 

1. Verifikasi Jenis Pangan (Food Item) Angka Staphylococcus aureus pada Produk 

Susu Bubuk dengan Metode SNI ISO 6888-1:2012 

2. Verifikasi Jenis Pangan (Food Item) Angka Staphylococcus aureus pada Produk 

Keripik dengan Metode SNI ISO 6888-1:2012 

Selain itu, Laboratorium Mikrobiologi juga mengikuti uji profisiensi untuk 

memonitoring unjuk kerja laboratorium yang diselenggarakan oleh PPPOMN dan BBIA. 

Adapun judul uji profisiensi yang diikuti adalah : 

1. Deteksi Pseudomonas aeruginosa pada sediaan auricular - PPPOMN, dengan 

hasil memuaskan. 

2. Uji Angka Lempeng Total Kontaminasi pada Produk Susu - PPPOMN, dengan 

hasil memuaskan. 

3. Deteksi Salmonela sp pada Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik - 

PPPOMN, dengan hasil memuaskan. 

4. Penetapan Kadra Endotoksin Bakteri Sediaan Cair dengan Metode Jendal Gel - 

PPPOMN, dengan hasil memuaskan. 

5. Angka Lempeng Total (ALT), E. Coli, Salmonella pada Tepung Terigu - BBIA, 

dengan hasil memuaskan. 

 

3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat 

3.2.1 Pedagang Besar Farmasi (PBF)  

 Selama tahun 2024 Balai POM di Pangkal Pinang telah melaksanakan 

pemeriksaan terhadap 14 PBF. Dari 14 PBF yang telah diperiksa, 10 

diantaranya telah Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Terdapat 2 PBF yang telah mengajukan pencabutan Izin Sarana 

sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut 

terhadap sarana dapat dilihat pada grafik di bawah.  
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                               Gambar 3.1 Persentase hasil pemeriksaan PBF Tahun 2024 

 
Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 2 Surat Peringatan Keras bagi PBF yang tidak memenuhi ketentuan 

dan disertai dengan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA). 

 

3.2.2 Apotek 

 Dari 225 sarana Apotek yang terdata di Balai POM di Pangkal Pinang 

pada tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 87 Apotek. Dari 87 

Apotek yang diperiksa diperoleh hasil 68 Apotek telah Memenuhi Ketentuan dan 

17 Apotek yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Terdapat 2 Apotek dalam kondisi 

tutup (tidak beroperasi lagi) saat akan dilakukan pemeriksaan, sehingga tidak 

dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut terhadap sarana 

dapat dilihat pada grafik di bawah.  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

Gambar 3.2 Persentase hasil pemeriksaan Apotek Tahun 2024 

Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 6 Surat Penghentian Sementara Kegiatan dan 11 Surat Peringatan 
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Keras bagi Apotek yang tidak memenuhi ketentuan dan disertai dengan 

permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA). 

 

3.2.3 Toko Obat  

 Dari 26 sarana Toko Obat yang terdata di Balai POM di Pangkal Pinang 

pada tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 Toko obat. Dari 20 

Toko Obat yang diperiksa diperoleh hasil 11 Toko Obat telah Memenuhi 

Ketentuan dan 4 Toko Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Terdapat 5 Toko 

Obat dalam kondisi tutup (tidak beroperasi lagi) saat akan dilakukan 

pemeriksaan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun 

tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada grafik di bawah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Persentase Hasil Pemeriksaan Toko Obat Tahun 2024 

Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 3 Surat Penghentian Sementara Kegiatan dan 1 Surat Peringatan 

Keras bagi Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan dan disertai dengan 

permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA). 

 

3.2.4 Rumah Sakit  

 Dari 24 sarana Rumah Sakit yang terdata di Balai POM di Pangkal Pinang 

pada tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 Rumah Sakit. Dari 

16 Rumah Sakit yang diperiksa, terdapat 14 Rumah Sakit yang telah Memenuhi 

Ketentuan dan 2 Rumah Sakit lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan. Adapun 

tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada grafik di bawah.  
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Gambar 3.4 Persentase Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Tahun 2024 

 
Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 2 Surat Peringatan Keras bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi 

ketentuan dan disertai dengan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan 

(CAPA). 

 

3.2.5 Puskesmas  

 Dari 48 sarana Puskesmas yang terdata di Balai POM di Pangkal Pinang 

pada tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 Puskesmas. Dari 

28 Puskesmas yang diperiksa, terdapat 27 Puskesmas yang telah memenuhi 

ketentuan dan 1 Puskesmas lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan. Adapun tindak 

lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada grafik di bawah.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Persentase hasil pemeriksaan Puskesmas Tahun 2024 

 

Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 1 Surat Peringatan Keras bagi Puskesmas yang tidak memenuhi 
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ketentuan dan disertai dengan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan 

(CAPA). 

 

3.2.6 Klinik, Rumah Bersalin, dan Pusyandik 

 Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 Klinik oleh 

Balai POM di Pangkal Pinang. Dari 14 Klink yang diperiksa diperoleh hasil 11 

Klinik telah Memenuhi Ketentuan dan terdapat 3 Klinik lainnya yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan. Adapun tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada 

grafik di bawah. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Persentase Hasil Pemeriksaan Klinik Tahun 2024 

Terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan tindaklanjut berupa 

pemberian 3 Surat Penghentian Sementara Kegiatan bagi Klinik yang tidak 

memenuhi ketentuan dan disertai dengan permintaan tindakan perbaikan dan 

pencegahan (CAPA). 

 

3.2.7 Instalasi Farmasi Pemerintah 

Dalam mengawasi peredaran produk terapetik, Balai POM di Pangkal 

Pinang juga melakukan pemeriksaan di Instalasi Farmasi milik pemerintah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dari 6 Instalasi Farmasi milik pemerintah yang 

diperiksa selama 2024 diperoleh hasil 4 Instalasi Farmasi telah Memenuhi 

Ketentuan dan terdapat 2 Instalasi Farmasi lainnya yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan. Adapun tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada grafik di 

bawah. 
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Gambar 3.7 Persentase hasil pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah Tahun 2024 

 
Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindaklanjut berupa pemberian 

2 Surat Peringatan Keras bagi Instalasi Farmasi Pemerintah yang tidak 

memenuhi ketentuan dan disertai dengan permintaan tindakan perbaikan dan 

pencegahan (CAPA). 

 

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif)  

3.1 Sampling dan Pengujian 

Sepanjang tahun 2024, Laboratorium Kimia Obat-NAPPZA telah menerima dan 

melakukan pengujian terhadap 361 sampel dari Kepolisian dan BNN, dengan hasil 345 

sampel MS dan 16 sampel TMS. Jenis sampel yang diuji di laboratorium meliputi 

MDMA (methylenediozy-methamphetamine), Metamfetamin, Tramadol, 

Trihexylphenydil, dan Dextromethorphan HBr. 

 

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional dan  Obat Kuasi 

3.1 Pengujian Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

menurut Parameter Uji Obat Tradisional dan Obat Kuasi 

Pada tahun 2024, Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan telah menguji 208 sampel Obat Tradisional serta 15 sampel Obat Kuasi, 

yang terdiri dari 13 sampel rutin dan 2 sampel dari pihak ketiga. Sampel rutin Obat 

Tradisional berasal dari 174 sampel yang disampling oleh Balai POM di Pangkal Pinang 

dan 34 sampel oleh Loka POM di Belitung. Sementara itu, sampel rutin Obat Kuasi 

terdiri dari 11 sampel dari Balai POM di Pangkal Pinang dan 2 sampel dari Loka POM 

di Belitung. 
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Dalam pengujian sampel Obat Tradisional, laboratorium melakukan analisis 

terhadap 2.050 parameter uji. Hasilnya, 2.048 parameter memenuhi syarat, sedangkan 

2 parameter lainnya tidak memenuhi syarat (1 parameter uji Kadar Air dan 1 parameter 

uji Volume Terpindahkan). Adapun untuk sampel Obat Kuasi, laboratorium menguji 122 

parameter dari sampel rutin serta 4 parameter dari sampel pihak ketiga, dengan hasil 

seluruh parameter uji memenuhi syarat. 

 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengujian, Laboratorium Kimia Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan melakukan verifikasi terhadap empat metode 

analisis, dengan judul sebagai berikut: 

a. Identifikasi dan Penetapan Kadar Retinil Asetat, Retinil Palmitat, Kolekalsiferol, 

Fitomenadion, dan Alfa-Tokoferol Asetat dalam Suplemen Kesehatan Sediaan 

Padat secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan Detektor Photo Diode Array. 

b. Identifikasi Ketokonazol dan Mikonazol Nitrat dalam Obat Tradisional dan Obat 

Kuasi Sediaan Semisolida secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode 

Array. 

c. Identifikasi dan Penetapan Kadar Asam Salisilat dalam Obat Kuasi Sediaan 

Semisolid Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array. 

d. Identifikasi dan Penetapan Kadar Asam Salisilat Sediaan Cair dalam Obat Kuasi 

secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi-Photo Diode Array. 

 

Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan juga telah 

mengikuti Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh PPPOMN dan Uji Banding oleh 

Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk memonitoring unjuk kerja laboratorium 

dengan judul :  

a. Identifiasi Antijamur dalam Sediaan Semisolid (Mikonazol, Ketokonazol) - Uji 

Banding, dengan hasil memuaskan. 

b.  Identifikasi Sildenafil Sitrat, Tadalafil, Dan Vardenafil Hidroklorida Dalam Obat 

Tradisional Sediaan Padat - Uji Profisiensi, dengan hasil memuaskan. 

c. Identifikasi Bahan Kimia Obat Antibatuk dalam OT (Efedrin, Pseudoefedrin) - 

Uji Profisiensi, dengan hasil memuaskan. 

 

3.2 Pengujian Laboratorium Mikrobiologi menurut Parameter Uji Obat Tradisional 

dan Obat Kuasi 

Pada tahun 2024, Laboratorium Mikrobiologi juga telah melakukan pengujian 

mikrobiologi terhadap 454 parameter uji pada sampel Obat Tradisional dan 30 

parameter uji Obat Kuasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa total 483 parameter 
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memenuhi syarat, sementara 1 parameter uji sampel Obat Tradisional, yaitu Angka 

Lempeng Total, tidak memenuhi syarat. 

 

3.3 Bahan Kimia Obat (BKO) dalam sampel Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan 

Suplemen Kesehatan Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan 

 Pada tahun 2024, tidak ditemukan Bahan Kimia Obat (BKO) pada sampel rutin 

Obat Tradisional dan Obat Kuasi yang masuk ke Laboratorium Obat Tradisional dan 

Suplemen Kesehatan. 

 

3.4 Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional  

 Pada tahun 2024, terdapat 6 sarana produksi obat tradisional yang berada di 

wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang yang terdiri dari 4 UKOT dan 2 

UMOT. Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana UKOT dan 

1 sarana UMOT. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh sarana UKOT dan 

UMOT yang diperiksa telah Memenuhi Ketentuan.  

 

3.5 Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

 Pada tahun 2024, terdapat 120 sarana distribusi obat tradisional yang berada di 

wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. Selama tahun 2024 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 36 sarana distribusi obat tradisional. Hasil pemeriksaan yaitu 

terdapat 24 sarana yang telah Memenuhi Ketentuan dan 12 sarana yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 3.8 Persentase hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2024 

 
 Adapun bentuk pelanggaran sarana distribusi obat tradisional yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan tersebut yaitu terkait temuan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar. 
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Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian 1 Surat 

Peringatan Keras, 1 Surat Peringatan II dan 10 Surat Peringatan I bagi sarana yang 

tidak memenuhi ketentuan dan pemusnahan produk Tanpa Izin Edar oleh pemilik 

sarana yang disaksikan oleh petugas Balai POM di Pangkal Pinang. 

 

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

3.1 Pengujian Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

menurut Parameter Uji Suplemen Kesehatan 

Sepanjang tahun 2024, Laboratorium Kimia Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan telah melakukan pengujian terhadap 56 sampel Suplemen Kesehatan. Dari 

total 403 parameter yang diuji, sebanyak 394 parameter memenuhi syarat (MS), 

sementara 9 parameter lainnya tidak memenuhi syarat (TMS). Parameter yang tidak 

memenuhi syarat terdiri dari 1 parameter uji Kadar Air dan 8 parameter Penetapan 

Kadar Zat Aktif. 

 

3.2 Pengujian Laboratorium Mikrobiologi menurut Parameter Uji Suplemen 

Kesehatan 

Selain itu, Laboratorium Mikrobiologi juga melakukan pengujian mikrobiologi 

terhadap 62 parameter uji pada sampel Suplemen Kesehatan, dengan hasil seluruh 

parameter uji memenuhi syarat (MS). 

 

3.3 Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan  

Pada tahun 2024, terdapat 251 sarana distribusi suplemen kesehatan yang 

berada di wilayah pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang yang terdiri dari Apotek 

dan Toko Obat. Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana 

distribusi suplemen kesehatan. Hasil pemeriksaan yaitu terdapat 5 sarana yang telah 

Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 
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Gambar 3.9 Persentase hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2024 

 

 Adapun bentuk pelanggaran sarana distribusi suplemen kesehatan yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan tersebut yaitu terkait temuan suplemen kesehatan Kedaluwarsa. 

Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian 1 Surat 

Peringatan bagi sarana yang tidak memenuhi ketentuan dan perintah penurunan dari 

etalase serta retur terhadap produk suplemen kesehatan kedaluwarsa. 

 

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik 

3.1 Pengujian Laboratorium Kimia Kosmetik menurut Parameter Uji  

Sepanjang tahun 2024, Laboratorium Kimia Kosmetik telah melakukan pengujian 

terhadap 423 sampel, yang terdiri dari 347 sampel rutin dari Balai POM di Pangkal 

Pinang, 66 sampel rutin dari Loka POM di Belitung, 8 sampel dari pihak ketiga, dan 2 

sampel penyelidikan. 

 

Pada pengujian sampel rutin, dari total 1.985 parameter yang diuji, sebanyak 

1.984 parameter memenuhi syarat (MS), sementara 1 parameter tidak memenuhi 

syarat (TMS). Parameter yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah Penetapan 

Kadar Metanol terhadap Etanol dan/ Isopropanol. Untuk sampel kasus, dilakukan 

pengujian terhadap 13 parameter, dengan hasil 1 parameter, yaitu Identifikasi 

Hidrokinon, tidak memenuhi syarat (TMS). Selain itu, pengujian terhadap 8 parameter 

pada sampel pihak ketiga menunjukkan seluruhnya memenuhi syarat (MS). 

 

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pengujian, Laboratorium Kimia Kosmetik 

telah melakukan verifikasi terhadap tiga metode analisis, dengan judul sebagai berikut: 

a. Identifikasi Metanol dalam Kosmetik Sediaan Masker Tisu Secara Kromatografi 

Gas-Spektrometri Massa Head Space Sampler. 

b. Identifikasi Hidrokortison asetat, Deksametason, Betametason, Betametason 17-

valerat, Triamsinolon asetonid. 

c. Identifikasi Ketokonazol Dalam Kosmetik Secara KCKT-PDA-Fluorescence. 

 

Selain itu, Laboratorium Kimia Kosmetik juga mengikuti uji profisiensi untuk 

memonitoring unjuk kerja laboratorium yang diselenggarakan oleh PPPOMN dan 

Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances : Department of Medical Sciences, 

Ministry of Public Health, Thailand Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances, 

dengan judul :  
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a. Identifikasi Bahan Dilarang Dalam Sediaan Untuk Kulit Berjerawat” (Acne Skin 

Product : Hidrokinon Asetat, Deksametason, Klobetasol propionat) - PPPOMN, 

dengan hasil memuaskan. 

b. Identifikasi Asam Retinoat, Hidrokinon, dan Raksa pada Sediaan Kosmetik (UP 

Thailand) - Thailand Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances, dengan 

hasil memuaskan. 

c. Identifikasi dan Penetapan Kadar Diethylene Glycol dan Ethylene Glycol Dalam 

Sediaan Mouth Washes Secara Kromatografi Gas - Spektrometri Massa - 

PPPOMN, dengan hasil memuaskan. 

 

3.2 Pengujian Laboratorium Mikrobiologi menurut Parameter Uji  

Laboratorium Mikrobiologi juga telah melakukan pengujian terhadap 339 

parameter uji pada sampel kosmetik, dengan hasil seluruhnya memenuhi syarat (MS). 

 

3.3 Bahan Berbahaya dalam sampel Kosmetik Laboratorium Kimia Kosmetik 

Pada tahun 2024, ditemukan adanya bahan berbahaya atau dilarang dalam 1 

sampel yang berasal dari Penelusuran Kasus/Penindakan, yaitu kosmetik yang 

mengandung hidrokinon. 

 

3.4 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik (Warung / Kios / Toko Kosmetik) 

Pada tahun 2024, terdapat 64 sarana distribusi kosmetik yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. Selama tahun 2024 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 64 sarana distribusi kosmetik. Hasil pemeriksaan yaitu terdapat 

47 sarana yang telah Memenuhi Ketentuan dan 17 sarana yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan. 

 
 
 
 

  
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10 Persentase hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik Tahun 2024 
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Adapun bentuk pelanggaran sarana distribusi kosmetik yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan yaitu terkait adanya temuan kosmetik Tanpa Izin Edar. Terhadap temuan 

tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pemberian 17 Surat Peringatan bagi 

sarana yang tidak memenuhi ketentuan dan pemusnahan produk kosmetik Tanpa Izin 

Edar oleh pemilik sarana yang disaksikan oleh petugas Balai POM di Pangkal Pinang. 

a. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik (Klinik Kecantikan) 

Pada tahun 2024, terdapat 14 sarana klinik kecantikan yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. Selama tahun 2024 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 14 sarana klinik kecantikan. Hasil pemeriksaan yaitu seluruh 

sarana klinik kecantikan yang diperiksa telah Memenuhi Ketentuan. 

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 

3.1 Pengujian Laboratorium Pangan dan Air menurut Parameter Uji  

Pada tahun 2024, Laboratorium Pangan dan Air Balai POM di Pangkal Pinang 

menjadi laboratorium spesifik regionalisasi untuk pengujian Bahan Tambahan Pangan. 

Sepanjang tahun 2024, Laboratorium Kimia Pangan dan Air melakukan uji terhadap 

2802 parameter uji produk pangan dan kemasan pangan, dengan hasil 2758 parameter 

uji Memenuhi Syarat (MS) atau sebesar 98,43 % dan 44 parameter uji Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS) atau sebesar 1,57 %. Adapun parameter uji yang tidak memenuhi syarat 

adalah 16 parameter uji pH, 2 paramater uji Total Padatan Terlarut (TDS), 1 parameter 

uji Aspartam, 1 parameter uji Sakarin, 1 parameter uji Sakarin, 1 parameter uji 

Acesulfam, 1 parameter uji Benzoat, 1 parameter uji SO2, 1 parameter uji KIO3, 1 

parameter uji cemaran Pb, 1 parameter uji cemaran Cd, 9 parameter uji formalin, 4 

parameter uji Rhodamin B, 1 parameter uji Boraks, 1 parameter uji pewarna KK, dan 2 

parameter uji Enzim Diastase. Selain itu, dilakukan pengujian mikrobiologi terhadap 

sampel pangan di Laboratorium Mikrobiologi dengan 576 parameter uji, dengan hasil 

570 parameter uji atau 98,96 % Memenuhi Syarat (MS) dan 6 parameter uji atau 1,04 

% Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun parameter uji yang tidak memenuhi syarat 

adalah 2 parameter uji Angka Lempeng Total  (ALT),  1 parameter uji angka kapang, 1 

parameter uji S. aureus, 1 parameter uji MPN E. coli,  dan 1 parameter uji angka B. 

cereus. 

Untuk meningkatkan kualitas pengujian, Laboratorium Kimia Pangan dan Air 

melakukan 5 verifikasi metode analisa, dengan judul sebagai berikut : 

a. Penetapan Kadar Nitrofurazon (Semicarbazide) dalam Udang secara ELISA 

b. Penetapan Kadar Nitrofurazon (Semicarbazide) dalam Madu secara ELISA 

c. Penetapan Kadar Air dalam Susu Bubuk secara Gravimetri 

d. Penetapan Kadar Benzoat, Sorbat, Sakarin dalam Saus Tomat secara KCKT 
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e. Penetapan Kadar Jumlah Asam (Dihitung Sebagai Asam Asetat) dalam 

Buah/Sayur dalam Kaleng secara Volumetri 

Laboratorium Pangan dan Air juga mengikuti uji profisiensi pada tahun 2024 

untuk memonitoring unjuk kerja laboratorium yang diselenggarakan oleh dua  provider, 

yaitu PPPOMN dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro 

(BBSPJIA). Untuk hasil Uji Profisiensi dari PPPOMN dengan judul uji profisiensi yaitu 

Penetapan Kadar Gula dalam Susu Kental Manis dan PK Aflatoksin B1 dalam MP-ASI 

diperoleh hasil Memuaskan. Untuk hasil uji profisiensi dari BBSPJIA yaitu PK Air, Abu, 

Protein, Zn dalam Tepung Terigu belum diperoleh hasil. 

3.2 Bahan Berbahaya dalam sampel Pangan Laboratorium Kimia Pangan dan Air 

Pada tahun 2024, ditemukan kandungan bahan berbahaya pada sampel yang 

diuji di laboratorium Pangan dan Air, yaitu : 

1. Rhodamin B (pada 2 sampel non rutin yaitu Terasi Merah dan Terasi Sebrang). 

2. Methanil Yellow (pada 1 sampel pengujian sederhana Tahu). 

3. Formalin (pada 9 sampel non rutin yaitu Ikan Teri Medan, 2 produk Stik Ikan, 

Keripik Cumi, Kerupuk Cumi, Abon Ikan, Sambal Lingkong, Kemplang Cumi, dan 

Terasi Sebrang).  

4. Boraks (pada 1 sampel non rutin Kerupuk Biang). 

3.3 Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

Sarana Produksi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi: 

3.3.1 Industri Pangan  

Pada tahun 2024, terdapat 37 sarana Industri Pangan yang berada di wilayah 

pengawasan Balai POM di Pangkal Pinang. Selama tahun 2024, telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 30 sarana Industri Pangan. Dari 30 sarana yang diperiksa, 

terdapat 24 sarana yang telah Memenuhi Ketentuan dan 6 sarana lainnya yang 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Adapun tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat 

pada grafik di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 3.11 Persentase hasil pemeriksaan Industri Pangan Tahun 2024 
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Terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah dilakukan tindak 

lanjut berupa pemberian 1 Surat Penghentian Sementara Kegiatan, 1 Surat 

Peringatan Keras dan 4 Surat Peringatan disertai dengan permintaan tindakan 

perbaikan dan pencegahan (CAPA). 

 

3.3.2 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 

Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana 

Industri Rumah Tangga Pangan yang berada di wilayah pengawasan Balai POM 

di Pangkal Pinang. Pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga Pangan telah 

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. Dari 6 

sarana yang telah diperiksa diperoleh hasil yaitu terdapat 4 sarana yang telah 

Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                       

             Gambar 3.12 Persentase hasil pemeriksaan IRTP Tahun 2024 

Adapun bentuk pelanggaran sarana Industri Rumah Tangga Pangan 

yang Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu terkait Dokumentasi, Higiene dan 

Sanitasi. Terhadap sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah dilakukan 

tindak lanjut berupa pemberian Surat Rekomendasi Pembinaan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. 

 

3.4 Pengawasan Sarana Distribusi Produk Pangan 

Sarana distribusi pangan terdiri dari distributor pangan, supermarket, minimarket 

dan toko kelontong. Selain mendistribusikan produk pangan, pada umumnya sarana 

distribusi pangan juga mendistribusikan produk lain seperti kosmetik, obat tradisional, 

suplemen makanan dan obat bebas. Dari 192 sarana distribusi pangan yang telah 

diperiksa selama 2024, terdapat 184 sarana yang telah Memenuhi Ketentuan dan 8 
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sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Jenis temuan terbanyak yaitu ditemukannya 

penjualan produk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar. Sedangkan untuk 

temuan produk pangan, ditemukan pangan rusak dan kedaluwarsa yang masih 

terpajang di etalase penjualan. Adapun tindak lanjut terhadap sarana dapat dilihat pada 

grafik di bawah. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Persentase hasil pemeriksaan Distribusi Pangan Tahun 2024 

Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pemusnahan 

produk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar oleh pemilik sarana, pembuatan 

surat pernyataan untuk tidak melakukan penjualan produk obat tradisional tanpa izin 

edar oleh pemilik sarana dan perintah retur pada produk pangan rusak dan 

kedaluwarsa. Balai POM di Pangkal Pinang juga telah melakukan tindak lanjut berupa 

pemberian 1 Surat Peringatan Keras dan 7 Surat Peringatan bagi  sarana yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan. 

 

3.5 IRTP yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan  

Balai POM di Pangkal Pinang menjadi salah satu narasumber untuk kegiatan 

Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan pemerintah daerah di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah data IRTP yang telah mengikuti 

Penyuluhan Keamanan Pangan serta sertifikat PIRT yang telah diterbitkan sampai 

dengan tahun 2024 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Jumlah Data IRTP yang Telah Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan 
 

No Kabupaten/Kota 

Jumlah IRTP yang 
Mengikuti 

Penyuluhan 
Keamanan Pangan 

Jumlah Produk 
Pangan Yang 

Mendapatkan SPPIRT 

1 2 3 4 

A Balai POM di Pangkal Pinang     

1 Kota Pangkal Pinang 1.720 1.017 

2 Kabupaten Bangka 660 1.291 

3 Kabupaten Bangka Tengah 538 2.657 

4 Kabupaten Bangka Barat 594 407 

5 Kabupaten Bangka Selatan 946 687 

TOTAL 4.458 6.059 

 

3.6 Data Kasus Keracunan  

           Balai POM di Pangkal Pinang memantau status keracunan yang ada di 

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 melalui sistem pelaporan terpadu yaitu 

aplikasi spimker yang terintegrasi dengan beberapa Rumah Sakit yang ada di 

Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil monitoring dapat diketahui sebanyak 49  (empat 

puluh sembilan) laporan yang telah diverifikasi dengan agen penyebab antara lain agen 

penyebab pangan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) laporan dan obat sebanyak 12 (dua 

belas) laporan. Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi kasus Kejadian Luar Biasa 

Keracunan Pangan (KLB-KP). 

 

3.7 Desa Intervensi Keamanan Pangan 

Balai POM di Pangkal Pinang melaksanakan Program Desa/Kelurahan 

Pangan Aman tahun 2024 di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Belitung Timur 

dengan total 7 (tujuh) desa/kelurahan. Kota Pangkal Pinang dengan 2 (dua) Kelurahan 

yang diintervensi antara lain Kelurahan Gajah Mada dan Kelurahan Opas Indah, 

Kabupaten Belitung Timur dengan 5 (lima) desa yang diintervensi diantaranya Desa 

Mekar Jaya, Desa Kelubi, Desa Sukamandi, Desa Burong Mandi dan Desa Selingsing. 

Selain itu dilakukan pengawalan desa/kelurahan intervensi tahun 2023 sebanyak 6 

(enam) desa/kelurahan.  

 Dalam upaya mendukung Pengarustamaan Gender, Balai POM di Pangkal 

Pinang telah melakukan beberapa upaya yaitu: 

1. Memberikan masukan untuk perbaikan strategi program Desa Pangan Aman 

2. Pembekalan bagi panitia dan pemerintah desa yang akan di intervensi mengenai 

implementasi PUG dalam  program Desa Pangan Aman. 

3.  Memasukkan Materi/ Logo PUG kedalam materi kegiatan. 
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Adapun rangkaian kegiatan Program Desa/Kelurahan Pangan Aman Tahun 2024 

sebagai berikut: 

3.7.1 Koordinasi dan Survei Desa/Kelurahan 

Sebelum rangkaian program Desa/Kelurahan Pangan Aman 

dilaksanakan, Balai POM di Pangkal Pinang terlebih dahulu melaksanakan 

koordinasi ke beberapa stakeholder/lintas sektor terkait untuk pemilihan 

desa/kelurahan yang akan diintervensi sekaligus agar program tersebut tepat 

sasaran dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. 

Sesuai rekomendasi desa/kelurahan dari lintas sektor serta dilakukan survei desa 

untuk memastikan komitmen serta pemenuhan kriteria desa maka terpilihlah 7 

(tujuh) desa/kelurahan. Kota Pangkal Pinang dengan 2 (dua) Kelurahan yang 

diintervensi antara lain Kelurahan Gajah Mada dan Kelurahan Opas Indah, 

Kabupaten Belitung Timur dengan 5 (lima) desa yang diintervensi diantaranya 

Desa Mekar Jaya, Desa Kelubi, Desa Sukamandi, Desa Burong Mandi dan Desa 

Selingsing. 

 

Gambar 3.14 Audiensi Lintas Sektor dan Survei Desa/Kelurahan 

 

3.7.2 Advokasi Program Terpadu Keamanan Pangan 

Rapat Advokasi Program Terpadu Keamanan Pangan yaitu Pangan 

Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan 
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Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur 

dan Kota Pangkal Pinang secara daring dan luring.  

Rapat advokasi di Kabupaten Belitung Timur bertempat di Auditorium Zahari MZ 

Manggar Belitung Timur tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan dibuka secara resmi 

oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Ir. Khaidir Lutfi dan 

dihadiri oleh lintas sektor terkait serta pemerintah desa yang terpilih.  

Rapat advokasi di Kota Pangkal Pinang bertempat di ruang pertemuan hotel 

tanggal 24 April 2024 dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak 

Drs. Akhmad Bekti,M.Si dan dihadiri oleh lintas sektor terkait serta kelurahan 

yang terpilih. 

Pada advokasi ini disampaikan rangkaian kegiatan, mensinergikan 

kegiatan stakeholder lain, output yang akan dicapai dan upaya keberlanjutan 

program secara mandiri oleh pemerintah kota/kabupaten dan desa/kelurahan 

intervensi serta penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung 

program keamanan pangan Badan POM Tahun 2024 di Kabupaten Belitung 

Timur dan Kota Pagkal Pinang. 

 
Gambar 3.15 Rapat Advokasi di Kota Pangkal Pinang 
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Gambar 3.16 Rapat Advokasi di Kabupaten Belitung Timur 

3.7.3 Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan 

Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dilaksanakan 

di Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang pada bulan Juni-Juli 2024, 

masing-masing desa/kelurahan dilatih 15 (lima belas) orang kader dengan total 

105 (seratus lima) kader yang terlatih. Peserta lainnya yaitu di Kota Pangkal 

Pinang petugas dari Puskesmas Taman Sari dan Puskesmas Melintang. Di 

Kabupaten Belitung Timur, petugas dari Puskesmas Manggar, Puskesmas 

Damar dan Puskesmas Gantung. 

Kegiatan Desa/Kelurahan Pangan Aman ini merupakan salah satu program 

terpadu Badan POM di bidang keamanan pangan guna mendukung kemandirian 

desa dalam pengawasan keamanan pangan. Melalui bimbingan teknis ini 

diharapkan kader dapat meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan 

serta mampu melakukan pengawasan pangan olahan yang diduga mengandung 

bahan berbahaya menggunakan Rapid Tes Kit bahan berbahaya. Sehingga para 

kader dapat melaksanakan tugas sebagai kader keamanan pangan desa dengan 

optimal.  

Pada pelaksanaan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024 

telah terbentuk Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dengan total peserta 

105 (seratus lima) orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 25 (dua puluh lima) 

orang dan perempuan sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Terdapat 

kesenjangan partisipasi bagi laki-laki dimana jumlah peserta laki-laki lebih sedikit 

dibandingkan perempuan. Selain itu juga terdapat kesenjangan manfaat bagi 

laki-laki terkait pengetahuan tentang obat dan makanan. Hal ini disebabkan 
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karena pemerintah desa belum memahami konsep pengarustamaan gender dan 

Kader Kader di Desa/Kelurahan yang aktif didominasi perempuan, sehingga 

banyak memilih kader keamanan pangan desa dari komunitas perempuan. Balai 

POM di Pangkal Pinang telah berupaya dalam mendukung Pengarustamaan 

Gender dengan Pembekalan bagi panitia dan pemerintah desa yang akan di 

intervensi mengenai implementasi PUG dalam  program Desa Pangan Aman 

serta Memasukkan Materi/ Logo PUG kedalam materi kegiatan. 

 
Gambar 3.17 Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Kelurahan  

di Kota Pangkal Pinang 

 

Gambar 3.18 Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa 
di Kabupaten Belitung Timur 
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3.7.4 Bimtek Kemanan Pangan Bagi Komunitas Desa/Kelurahan 

Bimtek komunitas desa dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan 

intervensi tanggal 6 - 30 Agustus 2024. Kegiatan masing-masing desa/kelurahan 

diikuti 50 (lima puluh) peserta dengan total 350 (tiga ratus lima puluh) komunitas 

terlatih. Komunitas tersebut berasal dari 6 (enam) komunitas diantaranya 

komunitas ibu-ibu (ibu rumah tangga/ibu hamil/ibu menyusui/ibu yang memiliki 

anak stunting), remaja, sekolah, ritel, pelaku usaha pangan siap saji dan pelaku 

usaha pangan olahan industri rumah tangga pangan. Narasumber berasal dari 

Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan, Balai POM di Pangkal Pinang, Dinas 

Kesehatan Kota Pangkal Pinang,  Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Dinas 

Kesehatan Kabupaten Belitung Timur dan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung 

Timur. 

Adapun tujuan bimtek komunitas antara lain memberikan pengetahuan 

terkait keamanan pangan agar tiap komunitas dapat menerapkannya di 

lingkungan keluarga, masyarakat serta dalam menghasilkan produk pangan 

olahan sehingga mendukung terwujudnya desa pangan pangan.  

Dilaksanakan juga Bimtek Keamanan Pangan bagi Komunitas laki-laki pada 

bulan Oktober 2024 untuk mendukung pengarusutamaan gender serta 

mendukung kesadaran keamanan pangan dan cegah stunting khususnya bagi 

komunitas laki-laki dengan peserta sebanyak 15 (lima belas orang) di tiap 

desa/kelurahan. 

Dalam pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan bagi Komunitas Tahun 2024 

dengan total peserta 455 (empat ratus lima puluh lima) orang terdiri dari 

sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) peserta laki-laki dan 320 (tiga ratus dua 

puluh) peserta perempuan. Terdapat kesenjangan partisipasi bagi laki-laki 

dimana jumlah peserta laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Selain itu 

juga terdapat kesenjangan manfaat bagi laki-laki terkait pengetahuan tentang 

obat dan makanan. Hal ini disebabkan karena  komunitas pelaku usaha desa 

didominasi perempuan ,karena perempuan lebih terampil dalam mengolah 

pangan. Balai POM di Pangkal Pinang telah berupaya dalam mendukung 

Pengarustamaan Gender dengan melaksanakan Bimbingan Teknis kepada 

Komunitas Laki-Laki yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa. 
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Gambar 3.19 Bimbingan Teknis Kepada Komunitas Desa 

 

Gambar 3.20 Bimbingan Teknis Kepada Komunitas Kelurahan 

 

3.7.5 Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan  

Dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan pangan di desa/kelurahan, 

Balai POM di Pangkal Pinang juga melaksanakan Fasilitasi Keamanan Pangan 

di desa/kelurahan intervensi. Fasilitasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali oleh 
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Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan, khusus untuk komunitas pelaku 

usaha pangan olahan didampingi oleh petugas Balai POM Pangkal Pinang. 

Fasilitasi ini dilakukan untuk mendampingi dan menilai penerapan/perubahan 

pengetahuan, sikap dan perilaku dari masing-masing komunitas yang telah 

mengikuti Bimbingan Teknis. Metode fasilitasi yaitu dengan cara pengisian 

kuesioner, survei dan wawancara ke 6 (enam) kelompok komunitas yang telah 

dilatih. 

Dengan terlaksananya kegiatan fasilitasi ini, diharapkan masyarakat 

desa/kelurahan dapat menerapkan praktek keamanan pangan yang baik demi 

terjaminnya keamanan pangan di desa/kelurahan serta mampu menghasilkan 

produk pangan olahan yang aman dan bermutu. 

 

 

Gambar 3.21 Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan di Komunitas Desa 
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                          Gambar 3.22  Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan di Komunitas Kelurahan 

3.7.6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa 

Intensifikasi pengawasan keamanan pangan dilaksanakan oleh petugas 

Balai POM di Pangkal Pinang bersama Kader Keamanan Pangan 

Desa/Kelurahan dengan mengambil sampel pada komunitas saat Pre dan Post 

intervensi. Sampel diuji menggunakan Rapid Tes Kit Bahan Berbahaya seperti 

Formalin, Boraks, Methanil Yellow dan Rhodamin B serta sampel di Kota Pangkal 

Pinang beberapa sampel ditambahkan parameter uji mikrobiologi yaitu 

Salmonella dan E. coli.  

Adapun jumlah sampel pangan yang diuji pada tahap Pre Intervensi yaitu 

sebanyak 160 (seratus enam puluh) sampel dan pada tahap Post Intervensi 

sebanyak 102 (seratus dua) sampel dengan hasil seluruh sampel Memenuhi 

Syarat (MS). 

 

Gambar 3.23 Pengujian sampel pangan dengan Rapid Tes Kit  
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Gambar 3.24 Pengambilan sampel pangan di Komunitas  

 

3.7.7 Pengawalan Desa/Kelurahan 

Pengawalan dilakukan di 6 (enam) desa/kelurahan intervensi tahun 2023 di 

Kabupaten Bangka Barat yaitu Desa Teluk Limau, Desa Air Nyatoh, Desa 

Peradong, Desa Tanjung Niur, Desa Air Lintang dan Kelurahan Sungaidaeng. 

Kegiatan pengawalan berupa koordinasi langsung/tidak langsung via telepon dan 

whatsapp serta petugas Balai POM di Pangkal Pinang hadir sebagai narasumber 

dalam kegiatan Bimtek/Sosialisasi Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara 

mandiri oleh desa/kelurahan. 

Hasil pengawalan didapatkan bahwa seluruh Desa/Kelurahan melanjutkan 

program keamanan pangan secara mandiri. Hingga akhir tahun 2024, seluruh 

desa/kelurahan intervensi tahun 2023 telah melaksanakan rencana 

aksi/keberlanjutan program keamanan pangan. 


